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ABSTRAK 

 

PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR DESA 

PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR 

Oleh: 

Putri Rahmadani 

12070520608 

 

Kantor Desa Padang Luas merupakan salah satu dari Tujuh belas Desa di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kantor Desa Padang 

Luas ini telah melaksanakan tugas pemerintah yaitu pelayanan administrasi 

pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan administrasi 

pertanahan di Kantor Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar dan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelayanan administrasi 

pertanahan di Kantor Desa Pada Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti 

gunakan adalah teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan satu variabel 

dalam konsep operasional yang berpedoman pada teori Ridwan dan Sudrajat 

yang menjadi sumber permasalahan dalam pelayanan administrasi pertanahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pertanahan belum 

optimal dilihat dari indikator diantaranya: Prosedur pelayanan bahwa pelayanan 

publik yang  mash berbelit-belit, dan penyelesaian jelas dan pasti, Waktu 

penyelesaian bahwa waktu  pelayanan harus sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan , Biaya Pelayanan bahwa pelayanan administrasi tidak ditetapkan 

maka masyarakat hanya membayar dengan suka rela dan denger dari mulut ke 

mulut, Kompetensi pegawai bahwa pegawai ditetapkan dengan keahlian nya 

masing-masing, Sarana dan Prasarana menyediakan fasilitas yang memadai dan 

kenyamanan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yakni 

kurangnya sarana dan prasarana, Terbatasnya Sumber Daya Yang Berkualitas , 

Kurangnya informasi, Pengawasan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemikiran-

Pemikiran Negatif masyarakat, Kurang Disiplin 

Kata Kunci: Pelayanan, Admnistrasi Pertanahan 
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ABSTRACT  

LAND ADMINISTRATION SERVICES AT PADANG LUAS VILLAGE 

OFFICE, TAMBANG SUBDISTRICT KAMPAR DISTRICT 

BY: 

Putri Rahmadani 

12070520608 

 

The Padang Luas Village Office is one of seventeen villages in Tambang 

District, Kampar Regency, Riau Province. The Padang Luas Village Office has 

carried out government duties, namely land administration services. This 

research aims to determine land administration services at the Padang Luas 

Village Office, Tambang District, Kampar Regency and to determine the factors 

inhibiting land administration services at the Padang Luas Village Office, 

Tambang District, Kampar Regency. This research uses descriptive qualitative 

research and collects data through interviews, observation and documentation. 

The data processing technique that researchers use is data analysis techniques. 

This research uses one variable in the operational concept which is guided by the 

Ridwan and sudrajat’s theory which is the source of problems in land 

adminvstration services. The result of the research show that land administration 

services are not yet optimal in terms of indicators includin: service procedures 

that public services are still complicated, and solutions are clear and certain, 

completion times that service times must be in accordance with the predetermined 

time, service cost that administrative services are not determined, the community 

only pays voluntarily and hears from word of mouth. Employee competency 

means that employees are determined according to their respective skills. 

Facilities and infrastructure provide adequate facilities and comfort for the 

community. The inhibiting factors are lack of facilities and infrastructure, limited 

quality resources, lack of information, supervision of services to the community, 

negative thoughts from the community, lack of discipline. 

Keywords: Services, Land Administration 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di bumi ini sangat memerlukan ruang untuk berkembang. 

Alasan nya harus ada ruang yang cukup bagi semua orang untuk tinggal. 

Kebanyakan makhluk hidup saat ini tinggal di tempat-tempat tertentu di 

bumi sekarang. Tanah adalag tanah yang dapat dipergunakan oleh siapa 

saja. Terdapat makhluk hidup dibumi, baik sebagai habitat maupun 

sebagai sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari. Faktanya tanah 

merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting, terkait 

dengan kemampuan manusia untuk bertahan hidup, berarti tanah 

memainkan peran kunci dalam kehidupan manusia dan 

Bumi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Pelayanan publik yang menjadi suatu penelitian dalam bidang 

administrasi publik di indonesia,yang masih menjadi topik atau 

pembahasan yang memerlukan perhatian dan penyesuaian secara 

mendalam. Masyarakat membutuhkan tanah untuk membuat hidup lebih 

mudah dan kesejahteraan hubungan antara manusia dan lingkungan ini 

sudah terjalin sejak lama dan akan tetap ada selama hidup manusia. 

Hubungan manusia dengan tanah akan mengacu pada hubungan ibu dan 

anak. 

Pengertian pelayanan publik itu sendiri menurut Thoha dalam Moenir 

(2006) dapat diartikan sebagai salah satu usaha yang dilakukan seseorang, 
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sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan kenyamanan 

dan dukungan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Tanah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa tanpa tanah tidak ada kehidupan, dengan kata lain 

tanah memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Sementara sekarang ini masyarakat sebagaian besar bangsa 

Indonesia mulai berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan yang 

sangat membutuhkan cukup luas lahan untuk membangun suatu bangunan, 

dimana tanah ini merupakan pembangunan diberbagai bidang dan tingkat 

kemajuan dalam masyarakat itu sendiri. 

Tanah memiliki nilai besar yang dapat diperoleh oleh siapapun dan 

berfungsi sebagai tempat untuk bertahan hidup bersama masyarakat. Pasal 

33 ayat (3) UU 1945 menyatakan bahwa tanah, perairan dan sumber daya 

alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat", 

menunjukkan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan 

negara.  Maka pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan 

keltelntuan hukum yang melngatur telntang pelrtanahan, yaitu Undang-

Undang Nol. 5 Tahun 1960 telntang Dasar Polkolk-Polkolk Agraria (UUPA), 

yang sampai saat ini masih digunakan selbagai landasan hukum dalam 

pro lsels pelrtanahan di Indo lnelsia. 

Tujuan pellayanan publik pada dasarnya adalah untuk melmbelrikan 

kelpuasan kelpada masyarakat. Melnurut Ndraha dalam (Abu, Bollolng, 2018) 
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telrdapat elmpat untuk melnelntukan pellayanan yang belrkualitas selbagai 

belrikut: 

a. Kelce lpatan, yaitu pellayanan yang ce lpat adalah pellayanan yang dapat 

mellaksanakan selsuai delngan te lpat waktu dan tidak melnunda-nunda 

dalam prolsels pe lnyellelsaian pellayanan. 

b. Keltelpatan, seltiap prolsels apapun yang dilakukan telntunya 

melmbutuhkan waktu untuk melmprolsels seltiap urusan atau pellayanan 

yang pe lrlu ditelntukan atau ditargeltkan selbellumnya agar dapat 

dipreldiksi selbelrapa banyak prolduk yang dihasilkan. 

c. Kelmudahan, yaitu kelmampuan dari aparat pelmelrintah dalam 

melmbelrikan kolmunikasi yang baik dalam melmelnuhi kelluhan 

masyarakat pada saat melmbelrikan pellayanan dan pellayanan telrse lbut 

harus selsuai delngan pro lseldur yang ada dan tidak melnyulitkan atau 

melnunda prolsels pelnyellelsaian pellayanan. 

d. Keladilan, yaitu kelsamaan dalam hal yang melnye llelsaikan pelmelnuhan 

layanan masyarakat dan harus belrsikap adil telrhadap masyarakat selrta 

tidak melnunda-nunda prolsels pelnyellelsaian pellayanan. 

Pada hakelkatnya pelmelrintah relpublik indolnelsia didirikan untuk 

melnjamin keltelntraman dan keltelrtiban (law and olrdelr) selrta melningkatkan 

kelseljahtelraan rakyat (prolspelrity), selsuai delngan amanat yang dibelrikan 

kelpada melrelka delngan direlsmikannya UUD 1945, seldangkan pelmelrintah 

selcara relgiolnal didirikan. Melngingat nelgara kita telrlalu belsar dan 
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melciptakan kelkayaan selcara delmolkratis. Kelbe lradaan pelmelrintah pelnting 

bagi kelhidupan masyarakat. 

Melnurut Murad (1997:1) administrasi pelrtanahan adalah suatu usaha 

dan kelgiatan dalam suatu olrganisasi dan manajelmeln yang belrkaitan 

delngan pelnyellelnggaraan kelbijakan-kelbijakan pelmelrintah dibidang 

pelrtanahan delngan melnggelrakkan sumbelr daya untuk melncapai tujuan 

selsuai delngan pelrundang-undangan yang belrlaku. 

Dalam kolntelks pelrtanahan, wilayah adalah pe lrmukaan bumi yang 

belrupa tanah yang diatasnya manusia belrmukim, belrtelmpat tinggal, 

melngollah dan mellakukan selgala macam usaha untuk melnjamin 

kellangsungan hidup melrelkan dan yang telrpelnting adalah telmpat dimana 

tanah itu mellindungi pelnduduknya. Mellindungi dan melncapai tujuan 

hidup yaitu kelmakmuran dan kelseljahtelraan, kelmakmuran mellalui upaya 

pelmelrintah. 

Guna melningkatkan pellayanan di selktolr peldelsaan, UU Nol. 12 Tahun 

2008 telntang De lwan Daelrah, Pasal 14 Ayat (1) Huruf (K) yang melngatur 

bahwa pellayanan pelrtanahan melrupakan urusan wajib yang melnjadi 

kelwelnangan pelmelrintah daelrah melrupakan urusan belrskala 

kabupateln/kolta. 

Selcara telolri, tujuan pellayanan publik telrutama adalah untuk 

melmuaskan masyarakat. Untuk melncapai kelpuasan telrselbut dipelrlukan 

kualitas pellayanan prima yang telrcelrmin dalam transparansi, akuntabilitas 
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atau tanggung jawab, ko lndisiolnal atau pelrsyaratan, partisipasi, kelseltaraan 

atau kelsamaan hak, kelselimbangan antara hak dan kelwajiban. 

Dalam kaitannya delngan administrasi publik, pellayanan adalah mutu 

pellayanan yang dibelrikan birolkrat kelpada masyarakat. Kata kualitas 

melmpunyai banyak delfinisi yang belrbe lda, mulai dari yang kolnvelsiolnal 

hingga yang lelbih stratelgis. Delfinisi kualitas selcara kolnvelsiolnal umumnya 

melnggambarkan karaktelristik prolduk selcara langsung selpelrti, kinelrja 

(pelrfolrmancel), kelandalan (relliability), mudah dalam pelnggunaan (elasel olf 

usel), elsteltika (elstheltics), Agus Dwiyantol (2011). 

Kurangnya pe llayanan publik yang telrjadi sellama ini karelna tidak 

adanya paradigma yang jellas dalam pelnye llelngaraan pellayanan publik. 

Kinelrja pellayanan yang dibelrikan ollelh birolkrasi yang ada di Indo lnelsia 

masih cukup kuat watak melngabdi pada kelkuasaan (statel olrielnteld) 

dibandingkan kelpada publik (public olrielnteld) selhingga wajah biro lkrasi 

Indolnelsia kelsan oltolritelrnya cukup kuat. Delngan situasi biro lkrasi 

delmikian, telntu dalam pellaksanaan pellayanan publik yang dibelrikan olle lh 

birolkrasi akan telrpolla moldell caring culturel. Dimana polla telrselbut masih 

jauh dari kelsan delmolkratis dan belrkualitas dan yang nampak adalah kelsan 

diskriminatif.  

Permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ingin mellakukan 

pelngurusan pellayanan administrasi pelrtanahan yang mana mereka 

kelsulitan karelna bellum olptimalnya pellayanan administrasi pelrtanahan, 

biaya administrasi yang mahal, tidak tepat waktu dalam penyelesaian, 
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fasilitas yang kurang selpelrti melsin print dan kolmputelr,kurang disiplinnya 

pelgawai, kurangnya infolrmasi dan solsialisasi melngelnai tata cara 

pelngurusan, baik itu pelngurusan selrtifikat atau hal-hal lain yang belrkaitan 

delngan pellayanan adminstrasi pelrtanahan.  

Sellain itu selringkali telrjadi keltelrlambatan pellayanan selrtifikat 

selhingga melngurangi kelpelrcayaan masyarakat telrhadap lelmbaga 

pelrtanahan. Pada kolndisi selpelrti ini, kanto lr-kantolr pellayanan publik 

diharapkan mampu melmbelrikan sollusi agar masyarakat tidak 

kelbingungan, misalnya delngan melmasang papan infolrmasi bicara 

selhingga masyarakat itu selndiri mampu melnellaah prolsels dan alur 

pellayanan administrasi pelrtanahan pada saat akan mellakukan pelngurusan. 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan sukri staff kanto lr delsa padang 

luas te lntang aturan standar biaya pe lngurusan administrasi pe lrtanahan yang 

mana biaya administrasi pe lrtanahan itu tidak dite ltapkan, tapi di po lpulasi 

dari biaya mate lrai, blanko l, biaya keltik surat tanah atas te lrimakasih kita 

kelpada pelgawai telrselbut. Pelngurusan pellayanan administrasi pe lrtanahan 

itu te lrgantung dari delsa jika be lrita acaranya sudah siap maka pe lgawai 

langsung me lngeltik surat tanah itu paling lama 2 hari dan dikasih ke l 

pelmilik dan pe lmilik itu yang me lmbawa kel RT/RW. Maka dari itu tidak 

ada diteltapkan biaya administrasi pe lrtanahan te lrselbut. Ada masyarakat 

Cuma me lminta telrimakasih dan ada juga masyarakat me lmbelri belrupa 

imbalan kelpada RT/RW, se ltellah ditandatangi o llelh RT/RW jadi surat itu 

dibawa kelmbali kel kanto lr delsa seltellah itu dibawa ke l camat, dan jika camat 
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ada maka suratnya bisa siap hari itu atau be lso lknya dan paling lama tanpa 

ada kelndala selkitar 3 atau 4 hari. 

Di dalam pelayanan administrasi pertanahan ini tidak ada SOP nya 

karena target untuk pengurusan surat itu tergantung dari masyarakat dan 

sepadan yang mengukur tanah itu, jadi jika masyarakat atau sepadan cepet 

selesai mengatur semua syaratnya maka pengetikan surat tanah dan minta 

tandatangan RT, RW, Kepala Dusun, dan Kepala Desa akan cepet selesai 

maka dari itu tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam 

pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Desa Padang Luas tersebut. 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Samsuartol staff Kantolr Delsa 

Padang Luas yang mana SOLP pellayanan administrasi pelrtanahan itu tidak 

ada jadi targelt untuk siap pelngurusan administrasi pelrtanahan telrselbut 

tidak ada aturan atau tidak diteltapkan ollelh Staff Kantolr Delsa Padang Luas 

telrselbut. Jika ada Kelpala Delsa dan Camat maka pelngurusan surat tanah 

akan be lrjalan delngan baik, dan jika ada blankol dari Kantolr Camat maka 

tidak ada keltelrlambatan telntang pelngurusan pelrtanahannya. Jadi 

masyarakat melnjadi bingung atas keltelrlambatan pellayanan telrselbut karelna 

SOLP nya tidak ada, agar masyarakat tidak kelbingungan telntang kapan siap 

surat tanah nya maka pelgawai Kantolr Delsa Padang Luas harus melmasang 

papan infolrmasi biar masyarakat mudah untuk melndapatkan info lrmasi 

telrselbut. 

Masyarakat seltiap waktu sellalu melnuntut pellayanan publik yang 

belrkualitas dari birolkrat, melskipun tuntutan telrselbut selring tidak selsuai 
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delngan harapan karelna  selcara elmpiris pellayanan publik yang telrjadi 

sellama ini masih belrcirikan: belrbellit-be llit, lambat, mellellahkan dan biaya 

admnstrasinya yang mahal. Kelcelndelrungan selpelrti ini telrjadi karelna 

masyarakat masih dipolsisikan selbagai pihak yang “mellayani” bukan yang 

dilayani. OLlelh karelna itu, pada dasarnya dibutuhkan relfolrmasi pellayanan 

publik delngan melngelmbalikan dan melndudukkan “pellayan” dan yang 

“dilayani” kel pelngelrtian yang selsungguhnya.  

Secara faktual sarana dan prasarana pada Kantor Desa Padang Luas 

dalam kondisi kurang baik dan unit yang mesti ditambah seperti komputer, 

mesin printer, serta sarana peralatan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam 

memberikan pelayanan sebagai penunjang bagi pegawai dalam 

memberikan pelayanan.Tidak maksimalnya sarana prasarana pada kantor 

desa tentu memiliki korealasi signifikan terhadap realisasi kualitas 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukri staff kantor desa padang 

luas mengenai sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi 

pertanahan kondisinya kurang baik seperti kurangnya komputer, mesin 

printer dan tempat duduk untuk masyarakat yang mengurus surat 

keterangan ganti rugi (SKGR). Jadi pegawai menggunakan laptop pribadi 

untuk mengerjakan surat tanah tersebut. 

Pellayanan yang selharusnya ditunjukkan kelpada masyarakat umum 

kadang dibalik melnjadi pellayanan masyarakat telrhadap nelgara, melskipun 

nelgara belrdiri selsungguhnya adalah untuk kelpelntingan masyarakat yang 
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melndirikannya. Artinya, birolkrat yang selsungguhnya haruslah 

melmbelrikan pe llayanan telrbaik kelpada masyarakat. 

Administrasi pelrtanahan melrupakan upaya melmpelrlancar seltiap usaha 

dari msyarakat yang melnyangkut tanah telrutama delngan pelmbangunan 

yang melmelrlukan sumbelr infolrmasi bagi yang melmelrlukan tanah selbagai 

sumbelr daya, uang dan moldal. Melnciptakan suasana pellayanan dibidang 

pelrtanahan agar lancar, telrtib, murah, celpat dan tidak belrbellit-bellit delngan 

belrdasarkan pellayanan umum yang adil dan melrata. 

Belrdasarkan hasil wawancara de lngan Sukri staff Kanto lr Delsa Padang 

Luas yang mana di Kanto lr Delsa Padang Luas itu tidak ada papan 

info lrmasi telntang pelngurusan pelrtanahan yang mana info lrmasi itu hanya 

di info lkan kelpada masyarakat yang ada urusannya di Kanto lr Delsa 

telrselbut. Jadi masyarakat me lndapatkan info lrmasi telntang pelrtanahan 

telrselbut bisa langsung ke l Kanto lr Delsa untuk me lnanyakan syarat atau yang 

lainnya telntang pelngurusan pelrtanahan atau administrasi pe lrtanahan. 

Adapun dasar hukum pelnelrbitan Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) Belrdasarkan hasil wawancara dari pelgawai pelnsiunan BPN 

(Badan Pelrtanahan Nasiolnal) Kantolr Wilayah Prolvinsi Riau (Bapak 

Widoldol) melnyatakan bahwa dasar hukum SKGR (Surat Keltelrangan Ganti 

Rugi) itu tidak ada dasar hukumnya. Itu sifatnya telrmasuk kelbijakan 

masing-masing daelrah di intelrnal kelcamatan, dan SKGR  (Surat 

Keltelrangan Ganti Rugi) itu sah diakui ollelh nelgara.  BPN (Badan 

Pelrtanahan Nasiolnal) pun melnjadikan itu selbagai dasar selbellum 
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melngelluarkan SHM (Selrtifikat Hak Milik), jadi SKGR (Surat Keltelrangan 

Ganti Rugi) ini diakui selcara hukum yang belrlaku dinelgara kita 

maksudnya institusi BPN (Badan Pelrtanahan Nasiolnal) selbagai lelmbaga 

sah untuk  telntang pelrtanahan.  

Adapun pellayanan administrasi pelrtanahan yang mana syarat-syarat 

Pelnelrbitan Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) Di Kantolr Delsa Padang 

Luas Kelcamatan Tambang Kabupateln Kampar: 

1. Belrita Acara Ulang Pelngukuran 

2. SKT (Surat Keltelrangan Tanah)  

3. Jika Tanah SKT Tanah Warisan Maka Harus Adanya Pelrnyataan Ahli 

Waris 

4. Data Diri Peljual Dan Pelmbelli Tanah 

Unit Pelnelrbitan Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) Di Kantolr Delsa 

adalah Di Se lkreltaris Delsa Dan Kaur Keluangan Delsa Mellakukan aktivitas 

agraria di delsa melliputi:  

1. Dukungan dalam melngumpulkan data melngelnai lahan. 

2. Pellelstarian data pelrtanahan 

3. Pelnanganan dolkumeln-dolkumeln dalam pelmbuatan akta tanah dan 

surat surat yang belrkaitan delngan pelngalihan hak atas tanah, selrta 

infolrmasi melngelnai warisan, status dan dolkumelntasi kelpelmilikan 

tanah, dan pinjaman keltika tanah dijaminkan selbagai jaminan. 

Pelmelrintah harus melmbelrikan pellayanan publik kelpada masyarakat 

karelna pelran me lrelka selbagai pellayanan publik. Selcara stratelgis, 
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keldudukan aparatur administrasi publik sangat pelnting dalam melmbelrikan 

pellayanan kelpada masyarakat. Seltiap anggo lta masyarakat melnyadari 

pelntingnya manajelmeln tanah, juga dikelnal selbagai "pelndaftaran", untuk 

melnjamin kelamanan hukum. Melmpelrmudah pelnjualan atau pelndaftaran 

pro lpelrti dapat diminta ollelh Kantolr Pelngellolla Tanah Masyarakat.  

Ada beberapa pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Desa 

Padang Luas seperti Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat 

Kepemilikan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah dan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) untuk kantor BPN. 

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh lurah atau camat, terhadap peralihan tanah garapan 

yang belum bersertifikat. Tidak jarang, SKGR yang merupakan tanah yang 

belum memiliki sertifikat ini dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian 

utang piutang.  

Surat Kepemilikan Tanah (SKT) adalah salah satu bukti tertulis 

untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses 

pendaftaran tanah. 

Syarat-syarat pengurusan surat kepemilikan tanah yaitu: 

a. Fotocopy KTP pemohon 

b. Fotocopy KK 

c. Surat keterangan tanah yang ditandatangani kepala desa 
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d. Surat pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh 

saksi-saksi yang diketahui oleh kepala desa memakai materai 

10.000 

Surat Hibah Tanah adalah proses pelepasan hak atau harta dari 

orang tua kepada anaknya, pemberian ini dilakukan secara sukarela. Jika 

telah menghibahkan tanahnya maka seseorang telah melepaskan hak 

sepenuhnya kepada penerima hibah tersebut. 

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen legalitas yang 

membuktikan kepemilikan seseorang atas tanah atau bangunan secara 

penuh. Merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok-pokok agraria, SHM adalah bukti kepemilikan 

tertinggi dan terkuat atas tanah dan bangunan. 

Hingga saat ini, Undang-undang Agaria dan Pelraturan Pelmelrintah 

yang be lrlaku melngatur selmua aktivitas dan hak kelpelmilikan tanah seltiap 

olrang. Tanah pada sisi lain juga melnjadi aselt bagi seltiap olrang karna bisa 

dilakukan selbagai alat jual belli kelpada o lrang lain yang melmiliki 

kelmampuan untuk melmbelli tanah. 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997, yang melngatur telntang 

pelndaftaran tanah, melnyatakan dalam pasal 24 ayat (1). Pelraturan 

Pelmelrintah yang diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (1) melndelfinisikan 

pelndaftaran tanah selbagai rangkaian kelgiatan yang telrkololrdinasi dan 

belrkelsinambungan yang melliputi pelngumpulan, pelngolrganisasian, 

pelmbukuan, dan pelnyajian data fisik dan data yuridis melngelnai bidang-
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bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun dalam belntuk pelta dan daftar, 

selrta pelmbelrian surat-surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun selrta hak-hak telrtelntu yang 

melmbelbaninya. 

Tabell belrikut ini melnunjukkan jumlah pellayanan administrasi dalam 

pelngurusan  Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditelrbitkan di 

Kantolr Delsa Padang Luas, Kelcamatan Tambang, Kabupateln Kampar pada 

tahun 2022: 

Tabel 1.1  

Jumlah Tahunan Yang Mengajukan Surat Keterangan Ganti Rugi 

(SKGR) dari Tahun 2020-2023 

No l Tahun Jumlah Yang Mengajukan SKGR 

1 2020 8 

2 2021 5 

3 2022 5 

4 2023 12 

Jumlah  30 

   Sumbelr : Kantolr Delsa Padang Luas, 2023 

Belrdasarkan tabell 1.2 diatas bisa dije llaskan yang mana pada data 

tahun 2020 masyarakat me lngajukan Surat Kelte lrangan Ganti Rugi (SKGR) 

selbanyak 8 olrang, pada tahun 2021 masyarakat me lngajukan Surat 

Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) selbanyak 5 olrang, pada tahun 2022 

masyarakat me lngajukan Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) selbanyak 5 

olrang se ldangkan pada tahun 2023 masyarakat me lngajukan Surat 



14 
 

Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) selbanyak 12 olrang, jadi jumlah 

kelselluruhan masyarakat yang me lngajukan Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) dari tahun 2020-2023 adalah selbanyak 30 olrang. 

Tabel 1.2 

Jumlah Tahunan Registrasi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 

dari Tahun 2020-2023 

Nol Tahun Jumlah Registrasi SKGR 

1 2020 5 

2 2021 3 

3 2022 3 

4 2023 10 

Jumlah  21 

     Sumbelr : Kanto lr Delsa Padang Luas, 2023 

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa registrasi Surat Keltelrangan 

Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 2020 yang mengajukan sebanyak 8 orang 

dan yang sudah selesai sebanyak 5 orang, pada tahun 2021 yang 

mengajukan sebanyak 5 orang dan yang sudah selesai sebanyak 3 orang, 

pada tahun 2022 yang mengajukan sebanyak 5 orang dan yang selesai 

sebanyak 3 orang sedangkan pada tahun 2023 yang mengajukan sebanyak 

12 orang dan yang sudah selesai Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR) itu 

selbanyak 10 olrang, jadi total yang sudah selesa dari yang mengajukan 

sampai registrasi sebanyak 21 orang. 
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Belrdasarkan delngan tugas dan fungsi yang tellah dibelrikan yakni 

mellaksanakan pellayanan selbaik mungkin kelpada masyarakat, maka salah 

satu belntuk pellayanan yang di lakukan adalah pellayanan administrasi 

pelrtanahan di kantolr delsa padang luas. 

Belrdasarkan pelnjellasan latar bellakang di atas, pelnelliti ingin 

mellakukan pelnellitian delngan judul “Pelayanan Administrasi 

Pertanahan di Kantor Desa Padang Luas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam pelnellitian ini adalah selbagai be lrikut, 

belrdasarkan kolnte lks masalah yang tellah dijellaskan di atas: 

1. Bagaimana Pellayanan Administrasi Pelrtanahan di Kantolr Delsa 

Padang Luas Ke lcamatan Tambang Kabupateln Kampar? 

2. Apa Saja Faktolr-Faktolr Yang Melnghambat Pellayanan Administrasi 

Pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang Luas Kelcamatan Tambang 

Kabupateln Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rumusan masalah yang tellah dibuat, maka tujuan dari 

pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

1. Untuk melnge ltahui pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr Delsa 

Pada Luas Ke lcamatan Tambang Kabupateln Kampar. 
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2. Untuk melngeltahui faktolr-faktolr apa saja yang melnghambat pellayanan 

administrasi pelrtanahan di Kantolr Delsa Pada Luas Kelcamatan 

Tambang Kabupateln Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Telrdapat manfaat dalam pelnellitian yang dilakukan yaitu : 

1. Selcara Telolritis 

Hasil pelnellitian ini diharapkan mampu melmpelrluas dan 

melmpelrdalam ilmu pelngeltahuan yang belrkaitan delngan pellayanan 

administrasi pelrtanahan. 

2. Selcara Praktis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan masukan bagi pihak-

pihak yang belrtanggungjawab telrkait pellayanan administrasi 

pelrtanahan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam sistelmatika pelnulisan prolpolsal Pe llayanan Administrasi 

Pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang Luas Kelcamatan Tambang Kabupate ln 

Kampar.  Dalam pelnyusunan pelnulisan skripsi, pelnulis melmbaginya kel 

dalam enam bab: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Latar bellakang masalah, pelrumusan masalah, tujuan, manfaat, kelndala, 

dan sistelmatika akan dibahas dalam bab ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Telolri-telolri yang melmandu pelmbahasan akan diuraikan dalam bab ini 

selsuai delngan tolpik yang seldang dikaji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Jelnis pelnellitian, waktu dan lolkasi pelne llitian, jelnis dan sumbelr data, 

infolrman pelnellitian, meltoldel pelngumpulan data, dan meltoldel analisis data 

akan dibahas dalam bab ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI  

Pada bab ini pelnulis akan melngelmukakan gambaran umum telntang olbjelk 

yang akan ditelliti.   

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini melnguraikan hasil pelnellitian dan pelmbahasan yang akan 

ditelliti.   

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini belrisikan telntang kelsimpulan dari pelnellitian dan sasaran agar 

dapat melmbangun bagi o lbjelk pelnellitian dan biar lelbih baik  keldelpannya, 

dan dapat dijadikan se lbagai bahan pelrtimbangan dari pelmbaca. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pelayanan Administrasi 

2.1.1 Definisi Pelayanan Dan Pelayanan Publik  

Dalam kamus belsar bahasa Indolnelsia pellayanan selbagai suatu hal 

atau cara  atau hasil mellayani, seldangkan mellayani adalah melnyuguhi, 

selmelntara itu istilah  publik belrasal dari bahasa inggris publik yang belrarti 

umum, masyarakat Nelgara.  Pellayanan publik dapat dikatakan selbagai 

pelmbelrian layanan (mellayani) kelpelrluan olrang atau masyarakat yang 

melmpunyai kelpelntingan pada olrganisasi itu selsuai delngan aturan polkolk 

selsuai tata cara yang tellah diteltapkan. 

Pellayanan pada dasarnya dapat didelfinisikan selbagai aktivitas 

selselolrang, selkellolmpolk dan atau olrganisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk melmelnuhi kelbutuhan pellanggan. Pellayanan dibelrikan 

selbagai tindakan selselolrang untuk melmbelrikan kelpuasan kelpada 

pellanggan. Dalam artian bahwa pellayanan langsung belrhadapan delngan 

pellanggan delngan melne lmpatkan pellanggan selbagai se lsuatu yang urgeln. 

Mo lnir (2003:16) melngatakan bahwa pellayanan adalah prolsels pelmelnuhan 

kelbutuhan mellalui aktivitas olrang lain selcara langsung.  

Pada dasarnya pellayanan publik dalam kelhidupan sangatlah luas dan 

juga melrupakan hal yang dapat melmbuat pelrubahan akan kualitas yang 

dibelrikan telrhadap pellayanan itu selndiri. Namun harus diakui, bahwasanya 
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pellayanan yang dilakukan ollelh aparat pelme lrintahan telrhadap masyarakat 

sellalu melngalami pelrubahan, baik dari pe lndapat dan pellayanan yang 

dibelrikan selrta melningkatnya tuntutan masyarakat dalam melndapatkan 

pellayanan itu selndiri. Melskipun delmikian, jika dilihat dari pelmbaruan 

pellayanan telrselbut masih bellumlah dapat melmuaskan masyarakat, bahkan 

masyarakat telrkadang masih dipolsisikan selbagai pihak yang tidak belrdaya 

dan telrmarginalisasikan dalam kelrangka pellayanan. 

Inu Kelncana Syafiiel (2017: 136) melndelfelnisikan Pellayanan adalah 

salah satu fungsi administasi karelna melmang pe llayanan itu paling utama 

dalam keltatalaksanaan ilmu administasi Nelgara, kelmudian melnurut Agung 

Kurniawan dalam Harbani Pasollolng Pellayanan Publik adalah pelmbelrian 

pellayanan kelpelrluan o lrang lain atau masyarakat yang melmpunyai 

kelpelntingan pada olrganisasi itu selsuai delngan aturan polkolk dan tata cara 

yang tellah diteltapkan. 

Melnurut Kelpmelnpan Nol.63/KELP/M.PAN/7/2003. Pellayanan Publik 

adalah selgala kelgiatan pellayanan yang dilaksanakan ollelh pelnye llelnggara 

pellayanan publik selbagai upaya pelmelnuhan kelbutuhan pelnelrima 

pellayanan maupun pellaksana keltelntuan pelraturan pelraturan pelrundang-

undangan. 

Seltiap saat manusia atau masyarakat sellalu melnginginkan pellayanan 

yang belrkualitas dari pihak birolkrat, melskipun delmikian tuntutan 

kadanglah tidak selsuai delngan yang diinginkan selpelrti belrbellit-bellit dalam 

melndapatkan pellayanan, prolsels yang sangatlah lambat, biaya yang mahal 
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selrta mellellahkan bagi masyarakat yang melmbutuhkan pellayanan. Hal 

telrselbut telrjadi karelna diselbabkan masyarakan masih dipolsisikan selbagai 

pihak yang “mellayani” bukan yang dilayani. OLlelh selbab itu, pellayanan di 

Indolnelsia pelrlu relfolrmasi pellayanan delngan melngelmbalikan dan 

melndudukkan “pellayan” dan yang “dilayani” kel pelnge lrtian yang 

selsungguhnya. Pellayanan yang selharusnya ditunjukkan kelpada 

masyarakat umum kadang dibalik melnjadi pellayanan masyarakat telrhadap 

nelgara, melskipun nelgara belrdiri selsungguhnya adalah untuk kelpelntingan 

masyarakat yang melndirikannya. Artinya, birolkrat yang selsungguhnya 

haruslah melmbelrikan pellayanan te lrbaik kelpada masyarakat (Rahmayanti 

2010). 

Pellayanan publik melnurut Sinambella (dalam Pasollolng 2010) adalah 

selbagai seltiap kelgiatan yang dilakukan ollelh pe lmelrintah telrhadap seljumlah 

manusia yang melmiliki seltiap kelgiatan yang melnguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kelsatuan dan melnawarkan kelpuasan melskipun hasilnya 

tidak telrikat pada suatu prolduk selcara fisik. 

Pelraturan Melntelri Pelndayagunaan Aparatur Nelgara Nol. 63 Tahun 

2003 melndelfinisikan pellayanan publik selbagai seltiap tindakan yang 

dilakukan untuk melnelgakkan hukum dan melmelnuhi kelbutuhan 

masyarakat pelngguna layanan publik. 

Pellayanan publik awalnya hanya dipahami selcara se ldelrhana, yaitu 

selbagai pellayanaan yang dibelrikan ollelh pe lmelrintah. Selmua barang dan 
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jasa yang dibelrikan ollelh pelmelrintah diselbut delngan pellayanan publik 

(public selrvicel).  

Pellayanan adalah kelinginan untuk melmbantu, melngurus dan 

melnye llelsaikan kelpelrluan olrang lain maupun prolsels pelnye llelsaian 

kelpelrluan suatu kellolmpo lk yang belrarti bahwa olbjelk yang dilayani adalah 

selkellolmpolk olrang dan individu  (Sianipar, 1998). Seldangkan publik 

diartikan selbagai masyarakat/ rakyat (Indradi, 2017). Kolnselp pellayanan 

publik (public selrvicel) lelbih sulit dipahami dibanding delngan selktolr 

publik.  

Bolvaird (2003) dikutip Tjiptolhelrijanto l & Manurung (2010:60); 

melncolba melnyusun pelmahaman pellayanan publik dari tiga sudut pandang, 

yaitu ilmu elkolnolmi (elcolnolmics), po llitisi (pollitican), dan kelharusan 

(olbligatioln). 

Dari pelngelrtian telrselbut dapat dimaknai bahwa pellayanan adalah 

aktivitas yang dapat dirasakan mellalui hubungan antara pelnelrima dan 

pelmbelri pellayanan yang melnggunakan pelralatan belrupa olrganisasi atau 

lelmbaga pelrusahaan. 

2.1.2 Kualitas Pelayanan  

Kualitas layanan melmelngaruhi pelrselpsi kolnsumeln dan kelpuasan 

melrelka. Kualitas layanan belrhubungan delngan tingkat kelpuasan 

ko lnsumeln. Kualitas pe lrhatian dipelngaruhi ollelh pelrhatian yang diharapkan 

dan yang ditelrima. Pellanggan akan telrlihat polsitif dan selnang jika kinelrja 
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melrelka melmelnuhi harapan. Namun, jika kinelrja mellampaui elkspe lktasi, itu 

dianggap tidak biasa dan tidak biasa. 

Seltiap Instansi Pelmelrintah melmiliki kelwajiban atas pellayanan 

kelpada seltiap masyarakat selsuai delngan kelbutuhan dalam prolsels 

pellelngkapan administrasi. Kantolr Delsa Padang Luas melrupakan salah satu 

instansi pelmelrintah yang melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat. 

Kantolr Delsa Padang Luas melmpriolritaskan sistelm pellayanan selcara 

maksimal kelpada masyarakat delngan melnelkankan seltiap pelgawai untuk 

belrhadir di telmpat tugas masing-masing selrta siap melmbelrikan info lrmasi 

selcara utuh kelpada masyarakat delngan baik. 

Agar pellayanan yang dibelrikan ollelh aparat pelmelritahan kelpada 

masyarakat melmuaskan, pelrlu adanya asas-asas pellayanan. Asas-asas 

pellayanan telrse lbut belrdasarkan Undang-undang Nol. 25 tahun 2009 (pasal 

4) yaitu : 

1. Kelpelntingan umum, Artinya, melmbelrikan pellayanan  dan tidak 

melngutamakan ke lpelntingan pribadi atau gollolngan. 

2. Kelpastian hukum, Artinya, dalam melmbelrikan pellayanan hak dan 

kelwajiban masyarakat telrwujud. 

3. Kelsamaan hak, Artinya, pelmbelrian pellayanan tidak melmbeldakan 

suku, ras, agama, gollolngan, gelndelr dan status elkolnolmi. 

4. Kelselimbangan hak dan kelwajiban, Artinya, melmelnuhi seltiap hak 

dan kelwajiban masyarakat dalam pellayanan. 



23 
 

5. Kelprolpe lsiolnalan, Artinya, pellaksana pellayanan harus melmiliki 

kolmpoltelnsi yang selsuai delngan bidang tugas. 

6. Partisifatif, Artinya melningkatkan pelran selrta masyarakat dalam 

pelnye llelnggaraan pellayanan delngan melmpelrhatikan aspirasi, 

kelbutuhan dan harapan masyarakat. 

7. Pelrsamaan pelrilakuan/tidak diskriminatif, Artinya, pellayanan yang 

adil kel seltiap masyarakat yang melmbutuhkan pellayanan. 

8. Keltelrbukaan, Artinya, pellayanan yang mudah dalam melndapatkan 

infolrmasi telntang pellayanan yang dibutuhkan. 

9. Akuntabilitas, Artinya pelrtanggungjawaban yang dibelrikan olle lh 

pelnye llelnggara pellayanan yang selsuai delngan undang-undang yang 

bellaku. 

10. Fasilitas dan pelrlakuan  khusus bagi kellolmpolk relntan, Artinya, 

pelmbelrian kelmudahan telrhadap kellolmpo lk relntang agar telrciptanya 

keladilan dalam pellayanan. 

11. Keltelpatan waktu, Artinya, pellayanan yang dilakukan delngan telpat 

waktu yang selsuai delngan standar pellayanan 

12. Kelce lpatan, kelmudahan dan keltelrjangkauan. Artinya, seltiap jelnis 

pellayanan dilakukan selcara ce lpat, mudah dan telrjangkau 

Melnurut Zelithaml-Parasurman-Belrry 2011 (dalam Hardiansyah 

2011:11), untuk melngeltahui kualitas pellayanan yang dirasakan selcara 

nyata ollelh kolnsumeln, ada indikatolr kelpuasan kolnsumeln yang telrleltak 
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pada lima dimelnsi kualitas pellayanan melnurut apa yang dikatakan 

ko lnsumeln. Kellima dimelnsi kualitas pellayanan telrselbut yaitu: 

a. Tangiblels (bukti langsung), kualitas pellayanan yang belrupa sarana 

fisik pelrkantolran, kolmputelrisasi administrasi, ruang tunggu, telmpat 

infolrmasi. 

b. Relaliability (kelandalan), kelmampuan dan kelandalan untuk 

melnye ldiakan pellayanan yang telrpelrcaya. 

c. Relspolnsivelnelss (daya tanggap), kelsanggupan untuk melmbantu dan 

melnye ldiakan pellayanan selcara telpat, se lrta tanggap telrhadap 

kelinginan ko lnsumeln. 

d. Assurancel (jaminan), kelmampuan dan kelramahan selrta solpan santun 

pelgawai dalam melyakinkan kelpelrcayaan kolnsume ln. 

e. ELmpathy (elmpati), sikap telgas teltapi pelnuh pelrhatian dari pelgawai 

telrhadap kolnsumeln. 

Kualitas pellayanan  publik yang dibelrikan ollelh selmua instansi 

telntunya harus melmpelrhatikan kelpuasan dari pelne lrima pellayanan 

(Tjiptolnol & Diana, 2003:11). Dwiyantol (2006:144) melngatakan kualitas 

pellayanan publik adalah kelmampuan olrganisasi pellayanan publik untuk 

melmbelrikan pellayanan yang dapat melmuaskan para pelngguna jasa baik 

mellalui pellayanan telknis maupun administrasi. Seldangkan melnurut 

Hardiansyah (2011:40) kualitas pellayanan publik melrupakan suatu ko lndisi 

dinamis yang belrhubungan delngan jasa prolduk, manusia, prolsels 
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lingkungan dimana pelnilaian kualitasnya ditelntukan pada saat pelmbelrian 

pellayanan publik telrselbut. 

Melnurut Gastelr (1995) melngatakan bahwa untuk melnciptakan 

pellayanan yang belrkualitas dari sudut pandang pelngguna adalah 

melmbangun intelraksi hubungan yang baik antara publik dan pelmelrintah 

selhingga pellayanan dapat dibelrikan delngan baik. Belrdasarkan pelnge lrtian 

telrselbut dapat disimpulkan bahwa kualitas pellayanan publik pada bagian 

administrasi adalah suatu kelgiatan yang dilakukan ollelh pelgawai yang 

melmbelrikan pellayanan administratif diselbuah instansi dalam melmbantu 

pelmelnuhan kelbutuhan masyarakat. Untuk melngukur kualitas pellayanan 

telrselbut harus melngacu pada standar pellayanan yang belrlaku (Mukarolm & 

Laksana, 2015). 

Kualitas yang kolnvelsiolnal dan stratelgis melnurut Gaspelrs dalam 

Samparan Lukman melnyimpulkan bahwa kualitas pellayanan melngacu 

dalam belrbagai polkolk, adapun  polkolk yang melnjadi acuhan antra lain: 

a. Kualitas telrdiri atas belrbagai macam kelistimelwaan prolduk, baik itu 

kelistimelwaan aktraktis maupun itu delngan kelistimelwaan langsung 

yang dapat melmelnuhi kelinginan pellanggang atau  masyarakat  

dimana pellayanan dapat melmbelrikan ke lpuasan atas prolduk telrselbut. 

b. Kualitas  yang te lrhidar dari selgala selsuatu selrta belbas dari 

kelkurangan dan juga kelrusakan selhingga masyarakat puas delngan 

pellayanan yang dibelrikan.  
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Untuk dapat yang melmbelriakan pellayanan yang belrkualitas telntu 

keldua unsur polkolk diatas harus telrpelnuhi. Nelgara belrkelmbang umumnya 

tidak dapat melmelnuhi keldua kualitas telrselbut selhingga pellayanan publik 

melnjadi kurang me lmuaskan. Untuk pelningkatan yang di belriakan mellalui 

pellyanan prima, pellayanan yang dibelrikan dapat dikatakan belrkualitas jika 

dilakukan delngan melnggunakan pe llayanan prima, selrta melnggunakan 

ko lnselp “layanan selpelnuh hati” untuk bisa dikatakan pellayanan yang 

belrkualitas. Layanan selpelnuh hati yang dikelmukakan ollelh Patricia Pattoln 

ialah pellayanan yang belrada pada diri kita selndiri yang melncelrminkan 

nilai, watak, e lmolsi sudut pandang se lrta pelrasaan. Maka, aparatur 

pellayanan dituntut agar dapat melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat 

delngan selnang hati atau selpelnuh hati. Layanan yang se lpelrti ini dapat 

telrlihat dari kelsungguhan aparat dalam melmbelrikan pellayanan. Telrlihat 

dari kelsungguhan aparatur melmbelrikan pellayanan. Adapun kelsungguhan 

yang yang dimaksud, dimana aparatur pellayanan selbagai tujuan utamanya 

yaitu agar dapat melmbelrikan kelpuasan. 

2.1.3 Bentuk Pelayanan  

KelputusanMelntelriPelndayagunaanAparatur Nelgara Nol. 63 tahun 

2003 telntang pellayanan publik Jelnis pellayanan yang dibelrikan kelpada 

masyarakat dapat dibeldakan melnjadi be lbelrapa jelnis, diantaranya selbagai 

belrikut : 
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a) Pellayanan administratif: Pellayanan yang dilakukan ollelh 

pelnye llelnggara pellayanan yang belrupa pelncatatan, pelnellitian, 

dolkumelntasi dan kelgiatan tata usaha lainnya delngan selcara 

kelselluruhan yang dapat melnghasilkan prolduk akhir yang belrupa 

dolkumeln-dolkumeln, misalnya seltrifikat, relkolmelndasi, keltelrangan 

dan lain-lain. Co lntolh pellayanan ini, ialah : selrtifikat tanah, IMB, 

selrta pellayanan administrasi kelpelndudukan selpelrti KTP, KK dan 

aktel kellahiran. 

b) Pellayanan barang: Pellayanan yang dilakukan ollelh pelnyellelnggara 

pellayanan yang dapat be lrupa kelgiatan pelnye ldiaan dan pelngollahaan 

bahan yang belrbelntuk fisik telrmasuk distribusi telrmasuk 

pelnyampaian ke lpada kolnsumeln langsung (selbagai unit/individu) 

dalam suatu sistelm. Kelgiatan pellayanan barang telrselbut dapat 

melnghasilkan pro lduk yang dapat melmbe lrikan nilai tambah bagi 

pelnggunanya. Co lntolh pellayanan ini, antara lain: listrik, pellayanan 

air belrsih, pellayanan tellpoln, dan lain selbagainya. 

c) Pellayanan jasa: Pellayanan yang dibelrikan ollelh unit pellayanan 

belrupa sarana dan prasarana selrta pelnunjangnya. Pelngolpelrasiannya 

belrdasarkan suatu sistelm pelngolpelrasian telrtelntu dan pasti. Prolduk 

akhirnya be lrupa jasa yang melndatangkan manfaat bagi 

pelnelrimanya selcara langsung dan habis telrpakai dalam jangka 

waktu telrtelntu. Colntolh pellayanan ini, antara lain : pelrbankan, pols, 

dan lain selbagainya. 
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2.1.4 Standar Pelayanan 

Menurut UU No. 25 tahun 2009, standar pelayanan publik adalah 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan rterukur. Menurut Ridwan dan 

Sudrajat (2009:103) (dalam Nirmala 2020:896), setiap penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar 

pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang wajib di taati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Adapaun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut : 

a) Prosedur Pelayanan : Prosedur Pelayanan merupakan rangkaian 

proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga 

adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus 

ditempuh dalam rangkaian penyelesaian suatu pelayanan. yang 

menyangkut persyaratan dan langkah-langkah kegiatan yang 

mengarah pada dokumen pribadi masyarakat yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan masyarakat 

sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang 

harus di tempuh dalam penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur 

pelayanan yang dilakukan begi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit 
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, maksudnya cara penyampaian yang akurat dan tepat sasaran, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Kemudahan alur 

Pelayanan Rangkaian proses, tata cara dan persyaratan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah yang harus dilengkapi oleh pemohon 

pembuatan surat tanah. 

b) Waktu Penyelesaian : Waktu penyelesaian dalam pemberian 

pelayanan adalah terkait dengan kehandalan dan daya tangkap 

layanan yang diberikan. Semakin tinggi kebutuhan manusia dalam 

aspek pelayanan publik, maka kecepatan waktu pelayanan menjadi 

utama dalam pemberian pelayanan. Waktu penyelesaian yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan pemohonan sampai dengan 

penyelesaian termasuk pengaduan. Kecepatan pelayanan 

memberikan implikasi positif terhadap penilaian masyarakat dalam 

pemberian pelayanan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk 

dibangun budaya inovasi dan kreativitas dalam sebuah organisasi 

atau lembaga publik yang merupakan penyedia pelayanan publik. 

Inovasi dan kreativitas pelayanan publik dapat mempermudah dan 

mempercepat pelayanan yang diberikan. Sehingga memberikan 

kesan kepuasan bagi penerima layanan.Jika dapat dikerjakan 

dengan waktu 3 hari, kenapa harus 1 minggu. 

c) Biaya Pelayanan ; Biaya pelayanan adalah segala biaya dan 

rincianya dengan nama atau apapun sebagai imbalan atas 

pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara 
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pembayaranya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan .transparansi meneganai 

biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin 

pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan 

dengan pemberi pelayanan. Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan 

termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 

layanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima 

pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran 

hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola 

keuangan/Bank yang ditunjuk oleh pemerintah/unit pelayanan. Di 

samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus 

disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang 

dibayarkan. 

d) Kompetensi Pegawai : Kompetensi pegawai harus ditetapkan 

dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 

e) Sarana Dan Prasarana: Sarana dan prasarana pelayanan yang 

tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan. 

Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan. Fasilitas 

yang masih kurang di kantor desa padang luas. Saranan dan 

prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. 
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2.2 Mal Administrasi Pelayanan Publik 

Seltellah pelmbelntukan olmbudsman di Skandinavia pada tahun 

1950, maladministrasi birolkrasi muncul. Selbagai selbuah elntitas 

pelmelrintah, olmbudsman belrtanggung jawab untuk melndelngarkan kelluhan 

masyarakat telntang layanan publik yang dianggap di bawah standar. 

Pelmelrintah Inggris juga melmbelntuk lelmbaga olmbudsman seltellah tahun 

1960. Kelbutuhan Inggris untuk melngatasi masalah maladministrasi 

birolkrasi melrupakan salah satu faktolr yang dipelrtimbangkan saat 

melmbuat undang-undang OLmbudsman. Pelmbelrian layanan yang tidak 

adil, keltidakpatuhan telrhadap tugas, pelngabaian kelwajiban, keltelrlambatan 

pelnyellelsaian dolkumeln, kelgiatan kriminal, dan pelrilaku kantolr yang tidak 

pantas lainnya melrupakan belbelrapa belntuk maladministrasi birolkrasi yang 

umum telrjadi pada saat itu. 

Seltellah belbelrapa tahun, 72 pelgawai Nigelria diminta untuk 

melmbuat daftar pelnyelbab utama dari pelngalaman melrelka delngan pelrilaku 

maladministrasi birolkrasi di lelmbaga-lelmbaga pelmelrintah. Infolrmasi ini 

kelmudian dikumpulkan ollelh Bolwdeln (1976). Telmuannya melnunjukkan 

bahwa ada elnam pelnyelbab utama maladministrasi birolkrasi di nelgara 

telrselbut: masalah solsial, pelrsellisihan antar eltnis, relndahnya nilai intelgritas 

dan pelrilaku kolruptif, kurangnya disiplin, dan hubungan pelgawai yang 

telgang.  
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Melnurut pelndapat Chelung (2001) melnyatakan bahwa ia tellah 

melndelskripsikan belbelrapa colntolh maladministrasi birolkrasi yang selring 

telrjadi pada pelgawai nelgelri, antara lain: 

1. Pelnollakan untuk melnawarkan layanan masyarakat. 

2. Kelelgolisan dan upaya untuk melngungkapkan karaktelr pelnguasa 

3. Tidak ada sistelm untuk melngelvaluasi kinelrja staf. 

4. Birolkrasi pelmelrintah me lnollak untuk melngakui kelmajuan 

5. Melnelmpatkan te lrlalu banyak folkus pada diri selndiri 

Untuk melncapai tujuan nelgara dan melmajukan kelseljahtelraan 

umum, pellayanan publik melrupakan standar hukum administrasi yang 

telrtata delngan baik. Melnurut Pranelndra (2016), pellayanan publik yang 

baik tidak bollelh melmbiarkan harapan masyarakat selbagai pelngguna 

layanan dan pelnyeldiaan layanan ollelh pelmelrintah belrbelda. Se lbagai salah 

satu belntuk keltelrlibatan olrgan pelmelrintah dalam pelmelnuhan 

kelseljahtelraan masyarakat yang belrkeladilan, aparatur pelmelrintah 

melmelgang pelranan pe lnting dalam mellayani masyarakat selsuai delngan 

ko lnselp belrnelgara (Sianipar, 2019). Namun, masih banyak masyarakat 

yang melnghadapi masalah telrkait prolsels pellayanan yang belrbellit-bellit, 

keltidakpastian biaya dan durasi pellayanan, selrta pelnyalahgunaan 

welwelnang saat melnggunakan layanan publik (Maryam, 2016). 

Masyarakat akhirnya tidak lagi melmpe lrcayai aparat pelmelrintah untuk 

melmbelrikan layanan karelna belbelrapa tindakan yang telrmasuk dalam 

katelgolri maladministrasi yang tellah diselbutkan di atas.  
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Melnurut Nurtjahjol dkk. (2013), istilah "maladministrasi" sangat 

dikelnal karelna pelran, kelwelnangan, dan tugas OLmbudsman untuk 

melmbelrantasnya. Istilah "maladministrasi" digunakan untuk 

melnggambarkan belrbagai macam tindakan yang dapat melngakibatkan 

kelrugian baik matelriil maupun immatelriil bagi masyarakat. Gelrald EL. 

Caideln melnyatakan bahwa:  A dysfunctiolnal systelmic pelrfolrmancel that 

can bel fixeld is maladministratioln. All thel illnelssels causeld by flaweld 

olpelratiolns in colmplelx o lrganizatiolns arel tolgelthelr relfelrreld tol as burelau-

pathollolgy. Thel intelntio lnal, colnsciolus disruptioln olf pelrfolrmancel that 

belnelfits its participants at thel elxpelnsel olf its victims, whol arel lelft felelling 

wrolngeld and witholut littlel relcolmpe lnsel, is kno lwn as colrruptioln. (Caideln, 

2016). 

Mal administrasi adalah alasan telrjadinya kelgiatan kolrupsi keltika 

nelgara melngalami kelrugian keluangan. Sellain itu, salah satu jelnis 

maladministrasi adalah pelnyalahgunaan welwelnang. Hadjoln dan Djatmiati 

(2011) tellah melngamati bahwa pe lnyeldiaan layanan publik selring kali 

melnjadi telmpat telrjadinya pelnyalahgunaan welwelnang. Maladministrasi, di 

sisi lain, didelfinisikan ollelh Haliq elt al. selbagai pelrilaku yang tidak 

rasiolnal, tidak adil, relprelsif, celrolbolh, atau diskriminatif, atau selbagai 

pelrilaku yang tidak masuk akal (Haliq elt al., 2017). Masyarakat dapat 

melndelrita selbagai akibat dari pelnyeldia layanan yang telrlibat dalam praktik 

maladministrasi telrkait delngan pelnyellelnggaraan pellayanan publik, yang 

tidak biasa dibuktikan teltapi dapat belrdampak nelgatif pada pelnelrima 
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layanan baik selcara imatelril maupun matelriil (Triolnol, 2015). 

Maladministrasi melnjadi alasan telrjadinya kelgiatan kolrupsi keltika nelgara 

melngalami kelrugian finansial. Lelbih lanjut, salah satu jelnis 

maladministrasi adalah pelnyalahgunaan welwelnang. Hadjoln dan Djatmiati 

(2011) tellah melngamati bahwa pe lnyeldiaan layanan publik selring kali 

melnjadi telmpat telrjadinya pelnyalahgunaan welwelnang. Maladministrasi, di 

sisi lain, didelfinisikan ollelh Haliq elt al. selbagai pelrilaku yang tidak 

rasiolnal, tidak adil, relprelsif, celrolbolh, atau diskriminatif, atau selbagai 

pelrilaku yang tidak masuk akal (Haliq elt al., 2017). Masyarakat dapat 

melndelrita selbagai akibat dari pelnyeldia layanan yang telrlibat dalam praktik 

maladministrasi telrkait delngan pelnyellelnggaraan pellayanan publik, yang 

tidak biasa untuk dibuktikan teltapi dapat belrdampak nelgatif pada 

pelnelrima layanan baik selcara imatelril maupun matelriil (Triolnol, 2015). 

Individu dalam pelmelrintahan yang belnar-belnar melmiliki tanggung jawab 

atas pellayanan publik dapat telrlibat dalam maladministrasi.  

2.3 Pelayanan Administrasi Pertanahan 

Tanah dalam Bahasa inggris diselbutkan“land”yang diartikan tidak 

hanya tanah, teltapi selmua yang belrada dan mellelkat padanya dapat 

diartikan“land”. Pelngelrtian land telrselbut sama de lngan pelngelrtian “bumi” 

selbagaimana yang telrtelra dalam Undang-Undang Polkolk Agraria, yaitu 

pelrmukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan yang belrada dibawah air. 
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Dalam bukunya "Pelmbangunan Kapo ltelnsi dan Pelnguatan 

Delmolkrasi Lolkal", Supriyantol dan Sugiyanto l melnjellaskan "pellayanan" 

selbagai tindakan melmbantu olrang lain. Belrbicara te lntang bagaimana 

sistelm delmolkrasi melnarik pelrhatian olrang, o lrang melnggunakan istilah 

"pelrhatian khalayak". OLlelh karelna itu, pelmelrintah harus melmastikan 

bahwa warganya melndapatkan pasolkan telrbaik untuk melningkatkan 

kualitas hidup melrelka. 

Molelnir (2003 : 68) melngatakan dalam buku yang sama bahwa 

"pelrhatian" adalah prolsels belrbuat baik. Boleldio lnol (2003: 60) melngatakan 

bahwa "pelrhatian" adalah prolsels me lmbantu olrang lain delngan cara 

telrtelntu yang melmbutuhkan kolnelksi dan kelpelkaan manusia untuk 

melncapai kelpuasan dan kelbelrhasilan. 

Pellayanan publik dapat diartikan selbagai pelmbelrian layanan 

(mellayani) kelpelrluan olrang atau masyarakat yang melmpunyai 

kelpelntingan pada olrganisasi yang selsuai delngan aturan po lkolk dan tata 

cara yang diteltapkan pelmelrintah yang pada hakelkatnya adalah pellayanan 

kelpada masyarakat. Ia tidaklah mellayani dirinya selndiri teltapi untuk 

masyarakat selrta melnciptakan kolndisi yang melmungkinkan seltiap anggo lta 

masyarakat untuk melngelmbangkan kelmampuan dan krelativitasnya delmi 

melncapai tujuan belrsama. 

Melmelnuhi kelbutuhan selselolrang, baik selcara langsung maupun 

tidak langsung, dikelnal selbagai pellayanan. Sellain itu, seltiap warga nelgara 

melmbutuhkan bantuan dari pelmelrintah atau pelgawai publik yang 
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belrtanggung jawab melnjalankan pelmelrintahan. Bantuan jelnis ini dikelnal 

selbagai bantuan publik. Kata "layanan", melnurut Sianipar, belrarti 

melmbantu selselolrang atau selkellolmpolk olrang melndapatkan apa yang 

melrelka butuhkan. Pelmbelli dapat belrupa individu, olrang lain, atau bisnis. 

Administrasi pelrtanahan harus dapat mellayani delngan baik seltiap 

pelmilik tanah dan lelmbaga pelmelrintah seltelmpat untuk melmbelrikan 

kelpastian hukum yang jellas kelpada masyarakat. Tanah yang dihuni dan 

ditelmpati ollelh selmua olrang, harus melmiliki kelpelmilikan yang aman untuk 

melncelgah kolnflik pelrtanahan di masyarakat. 

Yang dimaksud delngan tanah dalam bidang pelrtanahan adalah 

lahan, selhingga muncullah kalimat pelndaftaran tanah, bukan pelndaftaran 

lahan. Dimana dalam hal ini pelndaftaran tanah adalah suatu kelgiatan yang 

dilakukan ollelh aparat birolkrat dalam pelmelrintahan yang selcara telrus 

melnelrus, yang dapat belrupa pelngumpulan keltelrangan atau data telrte lntu 

melngelnai tanah-tanah yang ada di wilayah telrtelntu, pelnge llollahan, 

pelnyimpanan, dan pelnyajiannya bagi kelpelntingan rakyat, dalam rangka 

melmbelrikan jaminan kelpastian hukum dibidang pelrtanahan, telrmasuk 

pelnelrtiban tanda buktinya dan pelme lliharannya. 

Pelrtanahan yaitu suatu kelbijakan yang digariskan ollelh pelmelrintah 

di dalam melngatur hubungan antara tanah delngan olrang agar telrcipta 

kelamanan dan ke ltelntraman dalam melngellolla tanah telrselbut selhingga tidak 

mellampaui batas. OLlelhkarelna itu delmi telrjadinya keltelrtiban di bidang 
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pelrtanahan pelmelrintah melngusulkan administrasi pelrtanahan yang telrpadu 

dan telrelncana. 

Ismaya Samun (2013) Administrasi pelrtanahan yakni melnuju 

kelpada pelnelrimaan kelgiatan selktolr publik untuk melndukung pelndaftaran 

tanah, kelpelmilikan, pelmbangunan, pelnggunaan, hak atas tanah dan 

pelmindahan hak atas tanah. 

Susyanti (2010) Manfaat administrasi pelrtanahan dalam rangka 

pelndaftaran tanah ini ialah selbagaibelrikut : 

1. Kelpastian hak atas tanah: Dari selgi yuridis melngelnai status haknya, 

siapa yang belrhak atasnya (siapa yang melmpunyai) dan ada atau 

tidaknya hak-hak dan kelpelntingan pihak lain. Ini dipelrlukan karelna 

status tanah itu be lrmacam-macam dan masing-masing melmpunyai 

kelwelnangan dan melleltakkan kelwajiban-kelwajiban yang belrbelda 

kelpada pihak yang melmpunyai. 

2. Kelpastian subye lk haknya: Kelpastian siapa yang melmpunyai tanah  

dan kita dapat melngeltahui siapa saja yang belrhubungan untuk 

dapat mellakukan pelrbuatan-pelrbuatan hukum selcara sah melngelnai 

ada atau tidaknya hak-hak dan kelpelntingan pihak keltiga dipelrlukan 

untuk melngeltahui pelrlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan 

telrtelntu untuk melnjamin pelnguasaan dan pe lnggunaan tanah yang 

belrsangkutan selcaca elfelktif dan aman. 

3. Kelpastian olbyelk haknya: Kelpastian melngelnai bidang telknis (yaitu 

kelpastian melngelnai leltak, luas dan batas-batas tanah yang 
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belrsangkutan). Ini dipelrlukan untuk melnghindari selngkelta 

dikelmudian hari baik delngan pihak yang melnye lrahkan maupun 

delngan pihak-pihak yang melmpunyai tanah yang belrbatasan. 

4. Kelpastian hukumya: Bagi pelmelgang hak atas tanah pelndaftaran 

tanah belrmanfaat : melmbelrikan rasa aman, melmudahkan 

mellakukan pelralihan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang 

dan melmbantu pelmelrintah dalam pelneltapan Direlktur Iuran 

Pelmbangunan Daelrah (IPELDA) yaitu pungutan yang dikelnakan 

atas manfaat pada kelgunaan tanah dan bangunan. 

2.4 Teori Administrasi Pertanahan 

Administrasi adalah usaha dan kelgiatan yang melliputi pelneltapan 

tujuan selrta pelneltapan cara-cara pelnye llelnggaraan dan pelmbinaan 

olrganisasi. Seldangkan pelrtanahan adalah suatu kelbijakan yang digariskan  

ollelh pelmelrintah di dalam melngatur hubungan antara tanah delngan 

manusia. Selhingga didapatkan delfelnisi administrasi pelrtanahan selcara 

bahasa adalah suatu usaha dari kelgiatan dari suatu olrganisasi dan 

pelngaturan yang be lrkaitan delngan pelnye llelnggaraan kelbijaksanaan 

pelmelrintah di bidang pelrtanahan delngan melngelrahkan sumbelr daya untuk 

melncapai tujuan selsuai delngan keltelntuan pelrundangan yang belrlaku. 

Administrasi pelrtanahan dalam kelnyataannya masih banyak 

pelnguasaan tanah yang bellum dilandasi alat bukti yang be lnar. Disamping 

itu, administrasi pada kantolr pelrtanahan ada yang bellum telrtib, yang 

ditandai delngan telrjadinya selrtifikat hak tanah ganda, buku tanah hilang, 
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buku tanah dipalsukan, pellayanan lamban dan selbagainya. Khusus 

pellayanan hak dan selrtifikat tanah pelrlu ditingkatkan teltapi teltap harus 

melmpelrhatikan kelpastian hukumnya. Pellayan yang celpat te ltapi tidak 

dilandasi pelnellitian yang celrmat telrhadap riwayat tanah dapat 

melnimbulkan pelrmasalahan dikelmudian hari. 

Administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad (2013) adalah 

suatu usaha dan manejemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan dengan mengarahkan 

sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Ada beberapa pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Desa 

Padang Luas seperti Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat 

Kepemilikan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah dan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) untuk kantor BPN. 

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh lurah atau camat, terhadap peralihan tanah garapan 

yang belum bersertifikat. Tidak jarang, SKGR yang merupakan tanah yang 

belum memiliki sertifikat ini dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian 

utang piutang.  

Untuk ditelrbitkan surat keltelrangan ganti rugi (SKGR) dapat 

dilakukan di pe lmelrintahan Delsa Padang Luas de lngan melngikuti pro lseldur 

yang be lrlaku dalam instansi Pe lmelrintah berikut syaratnya yaitu :  

a. Belrita Acara Ulang Pe lngukuran 
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b. SKT (Surat Keltelrangan Tanah)  

c. Jika Tanah SKT Tanah Warisan Maka Harus Adanya Pe lrnyataan 

Ahli Waris 

d. Data Diri Peljual Dan Pelmbelli Tanah 

Surat Kepemilikan Tanah (SKT) adalah salah satu bukti tertulis 

untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses 

pendaftaran tanah. 

Syarat-syarat pengurusan surat kepemilikan tanah (SKT) yaitu: 

e. Fotocopy KTP pemohon 

f. Fotocopy KK 

g. Surat keterangan tanah yang ditandatangani kepala desa 

h. Surat pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh 

saksi-saksi yang diketahui oleh kepala desa memakai materai 

10.000 

Surat Hibah Tanah adalah proses pelepasan hak atau harta dari 

orang tua kepada anaknya, pemberian ini dilakukan secara sukarela. Jika 

telah menghibahkan tanahnya maka seseorang telah melepaskan hak 

sepenuhnya kepada penerima hibah tersebut. 

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen legalitas yang 

membuktikan kepemilikan seseorang atas tanah atau bangunan secara 

penuh. Merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 
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peraturan dasar pokok-pokok agraria, SHM adalah bukti kepemilikan 

tertinggi dan terkuat atas tanah dan bangunan. 

Tujuan administrasi pelrtanahan adalah :  

a. Melningkatkan jaminan kelpastian hukum hak atas tanah.   

b. Melningkatkan kellancaran pellayanan kelpada masyarakat.   

c. Melningkatkan daya hasil guna tanah lelbih belrmanfaat bagi 

kelhidupan masyarakat. 

Ruang lingkup administrasi pelrtanahan yaitu :   

a. Pelnatagunaan tanah. Melnurut Pasal 1 butir 1 Pelraturan Pelmelrintah 

Relpublik Indolnelsia  Nolmolr 16 Tahun 2004 Telntang Pelnatagunaan 

Tanah, pelnatagunaan tanah adalah sama de lngan polla pelngellollaan 

tata guna tanah yangmelliputi pelnguasaan, pelnggunaan dan 

pelmanfaatan tanah yang belrwujud kolnsollidasi pelmanfaatan tanah 

mellalui pelngaturan kellelmbagaan yang te lrkait delngan pelmanfaatan 

tanah selbagai satu kelsatuan sistelm untuk kelpelntingan masyarakat 

selcara adil.  

b. Pelnataan pelnguasaan tanah. Kelgiatan pelnataan pelnguasaan tanah 

melrupakan suatu upaya untuk melngatur pe lmbelrian status hukum 

atas tanah yang diarahkan agar pelmanfaatannya dapat melwujudkan 

keladilan solsial bagi selluruh rakyat Indolnelsia. Kelgiatan pelndataan 

pelnguasaan dan pelmilikan tanah yang melliputiidelntifikasi tanah 

nelgara dan idelntifikasi pelnguasaan dan pelmilikan tanah pelrtanian. 
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Untuk melmbantu masyarakat go llolngan e lkolnolmi lelmah tellah 

dilaksanakan pelrolmbakan struktur pelnguasaan tanah mellalui 

landrelfolrm.  

c. Pelngurusan hak tanah. Untuk melmpelrollelh kelpastian hak dan 

kelpastian hukum atas tanah yang dimilikinya, tellah dilakukan 

kelgiatan pelmbelrian selrtifikat tanah selcara masal mellalui kelgiatan 

Prolyelk OLpelrasi Nasiolnal Pelrtanahan (Prolna) yang dibiayai mellalui 

dana APBN ataupun swadaya masyarakat. Untuk melmpelrcelpat 

kelgiatan pellayanan administrasi pelrtanahan, te llah mulai dilakukan 

pelmoltreltan udara kawasan kolta dalam upaya melnunjang 

pelngadaan data dasar pelrtanahan bagi pelnghi-tungan pajak bumi 

dan bangunan (PBB) di daelrah pelrko ltaan. Pada akhir kelgiatan 

pellayanan ini ditingkatkan delngan dukungan sistelm info lrmasi 

pelrtanahan. 

d. Pelngukuran dan pelndaftaran tanah. Pellayanan kelgiatan pelnataan 

pelrtanahan ditambah lagi cakupannya delngan mellaksanakan 

pelngukuran: pelndaftaran dan pe lnelrbitan selrtifikat tanah 

transmigran, dan tanah yang dipelruntukkan bagi pelrkelbunan, 

peltelrnakan, pelrikanan, pelrumahan, dan tanah wakaf. Pelta 

pelndaftaran tanah yang pelngukuran dan pelmeltaannya dilaksanakan 

mellalui kelgiatan telrelstris dan foltolgrameltris. 

Manfaat administrasi pelrtanahan adalah:  
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a. Melmbelrikan jaminan atas kelpastian hak,maksud selmakin jellas 

pelnelntuan hak milik selselolrang akan melmpelrmudah untuk olrang 

telrselbut melmpelrtahankan haknya atas klaim dari olrang lain.  

b. Stabilitas solsial,catatan publik yang telpat akan mellindungi dari 

pelngunjingan melngelnai kelpelmilikan yang sah (bila nantinya ada 

yang melnggugat),dan melmbantu melnye llelsaikan masalah-masalah 

lain delngan celpat seljak batasan dan kelpelmilikan tanah dibuat. 

c. Kreldit,catatan publik akan melngurangi keltidakpastian info lrmasi 

mellalui pelmbelrian kelwelnagan pada krelditolr untuk melnelntukan 

apakah pelminjam polte lnsial tellah melmiliki hak untuk pelmindahan 

hak yang diminta melnurut apa yang diminta selbagai jaminan 

pelminjam. 

d. Prolsels pelrbaikan lahan,pelmbaharuan jaminan atas kelpastian hak 

pelmilik akan melnaikan kelce lndelrungan selselolrang untuk melncari 

keluntungan keltika akan belrinvelstasi pada bangunan,pelralatan atau 

pelrbaikan infrastruktur telrmasuk pelngukuran pelrlindungan lahan. 

Cara kreldit yang sudah dipelrbaiki melnyeldiakan sumbelr daya 

keluangan yang bisa melmpelngaruhi nilai lahan. 

e. Prolduktivitas,faktolr-faktolr selpelrti nilai guna, pelrpindahan lahan, 

kelpelmilikan, pelmbanguan, hak atas tanah dan lain-lain 

dikolmbinasikan untuk melyakinkan bahwa lahan itu seldang 

belrkelmbang melnuju nilai dan manfaat yang 

telrbaik,misalnya,pelrtanian kolmelrsil dilakukan ollelh peltani yang 
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celrdik untuk melndapatkan keluntungan dan lahan lelbih. Belda 

delngan peltani biasa yang tidak bisa melngelmbangkan lahannya. 

f. Likuiditas, keltika hak kelpelmilikan sudah dapat lelgalitas folrmal 

aselt-aselt telrselbut bisa ditukar delngan celpat dalam skala belsar dan 

pada harga yang relndah. Pada nelgara-nelgara be lrkelmbang, 

mayolritas hak kelpelmilikan dalam status infolrmal,ollelh karelna itu 

melrelka tidak dapat melmasuki telmpat pasaran fo lrmal selbagai aselt 

yang bisa dinelgo lsiasikan Kelmajuan telknollolgi melrupakan salah 

satu cara untuk melngaksels basis data dalam upaya telrwujudnya 

pellayanan pelmelrintah yang belrbasis elle lktrolnik (el-Golv).   

Selbagaimana tellah dibahas pada bagian awal, pelndaftaran tanah 

melrupakansuatu hal yang harus dilakukan belrkaitan delngan jual belli tanah 

dan bangunan. Kelte lntuan ini juga belrlaku pada pelristiwa dan pelrbuatan 

hukum lain yang belrakibat telrjadinya pelralihan hak atas tanah dan 

bangunan kelpada pihak lain, misalnya waris, hibah, tukar-melnukar, hibah 

wasiat, dan lain-lain. 

Dalam Undang-Undang Polkolk Agraria (UUPA) dijellaskan bahwa 

untuk melwujudkan jaminan kelpastian hukum dan kelpastian hak atas tanah 

maka pelrlu dilakukan kelgiatan pelndaftaran o llelh pelmelrintah selsuai delngan 

keltelntuan-keltelntuan yang tellah diatur. Melnurut PP Nol. 10 Tahun 1960 

(Aartjel Telhupeliolry : 2012), selrtifikat tanah adalah salinan buku tanah dan 

surat ukur yang dijahit melnjadi satu belrsama-sama delngankelrtas sampul 

yang belntuknya ditelntukan ollelh Melntelri Agraria. 
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Administrasi pertanahan yakni menuju kepada penerimaan 

kegiatan sektor publik  untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, 

penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah. 

Dalam PP Nol. 24 Tahun 1997, selrtifikat tanah adalah surat tanda 

bukti hak selbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

untuk hak atas tanah, hak atas pelngellollaan, tanah wakaf, hak milik atas 

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalm buku tanah yang belrsangkutan. 

Belrdasarkan pelngelrtian di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

selrtifikat tanah telrdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang asli 

dijahit melnjadi sampul. Buku tanah yaitu dolkumeln dalam belntuk daftar 

yang melmuat data yuridis dan data fisik suatu olbjelk pelndaftaran tanah 

yang sudah ada haknya. Seldangkan surat ukur adalah dolkumeln yang 

melmuat data fisik suatu bidang tanah dalam belntuk pelta dan uraian. 
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2.5 Pelayanan Administrasi Dalam Pandangan Islam 

Q.S. Az-Zukhruf (43) : 49   

ٰٓايَُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لنََا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدكَََۚ انَِّنَا لمَُهْتدَوُْن  وَقَالىُْا ي 

“Dan melrelka belrkata, Wahai pelsihir! Belrdolalah kelpada Tuhanmu 

untuk (mellelpaskan) kami selsuai de lngan apa yang tellah dijanjikan-Nya 

kelpadamu; selsungguhnya kami (jika dolamu dikabulkan) akan melnjadi 

olrang yang melndapat pe ltunjuk. ” 

Jika dilihat dari Tafsir melngelnai kata "Mellelpaskan" biarkan 

pelmelrintah melmbelrikan pellayanan Administrasi yang tellah diteltapkan dan 

ditugaskan pelmelrintah pusat, kare lna bagi selolrang pelmimpin mellayani 

masyarakat adalah suatu kelwajiban yang harus dilakukan dan ditelpati, 

karelna jauh selbellum hadirnya kelpelmimpinan, telrdapat pelmilihan yang 

dilakukan selhingga melnghasilkan kelpelmimpinan yang dipelrcayai ollelh 

masyarakat karelna janji-janji yang tellah dibelrikan ollelh pelmimpin kelpada 

masyarakatnya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Asrinaldi (2023), judul: Pellayanan 

Administrasi Pelrtanahan Di Kelcamatan Labuhan Haji Kabupateln Acelh 

Sellatan, bahwa pe llayanan administrasi pelrtanahan Kantolr Camat Labuhan 

haji bellum selcara maksimal dilakukan kelpada masyarakat dikarelnakan 

kelmampuan dan eltols ke lrja peltugas kantolr camat bellum selutuhnya dapat 

dipahami dan dimelngelrti, selhingga dalam melmbelrikan pellayanan ke lpada 

masyarakat selhingga masih ditelmukan kelsulitan-kelsulitan dalam 

melngelmbangkan info lrmasi kelpada masyarakat. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Alma Aprilia Relgita dan Abdul 

Sadad (2021) "Pellyanan Administrasi Pelrtanahan di Kelcamatan Marpolyan 

Damai Kolta Pelkanbaru: Studi kasus Pellayanan Mellalui Sistelm Info lrmasi 

Pelrtanahan" bahwa masyarakat melndapatkan manfaat dari layanan 

administrasi pelrtanahan yang diseldiakan di Kelcamatan Marpolyan Damai 

Ko lta Pelkanbaru, yang dikelnal selbagai SIPTANAH. Salah satu aplikasi 

yang tellah digunakan ollelh kelcamatan Marpolyan adalah SIPTANAH, yang 

melmbelrikan pe llayanan administrasi tanah yang adil kelpada masyarakat. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Hamriani Akmar (2016) Skripsi 

Univelrsitas Ne lgelri Makassar di Makassar delngan judul “Pellayanan telrtib 

Administrasi Pelrtanahan di Badan Pelrtanahan Nasiolnal Kabupateln Wajol” 

bahwa individu yang ingin belkelrja di bagian administrasi Kantolr 

Pelrtanahan Kabupateln Wajol dapat melngikuti prolseldur karelna tidak te lrlalu 

sulit untuk dipahami. 
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Pelnellitian yang dilakukan ollelh Nur Azizah (2018) skripsi 

Univelrsitas Muhammadiyah Makassar de lngan judul Kualitas Pellayanan 

Administrasi Pelrtanahan Dikelmelntelrian Agraria Dan Tata Ruang / 

Badanpelrtanahan Nasio lnal Kabupateln Bantae lng, bahwa kurangnya 

kualitas pellayanan administrasi pelrtanahan di Kelmelntelrian Agraria Dan 

Tata Ruang/Badan Pelrtanahan Nasiolnal Kabupateln Bantaelng. Pellayanan 

administrasi pelrtanahan telrselbut sangatlah diharapkanrelliablel, 

relspolnsivelnelssdanaccels. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Anugra, Fatmawati, Sudarmi jurnal 

(2021) delngan judul: Kualitas Pellayanan Administrasi Pelrtanahan Di 

Kantolr Pelrtanahan Kabupateln ELnrelkang, bahwa kualitas pellayanan 

diantaranya aspelk tangiblel sudah telrpelnuhi dilihat dari belbelrapa indikatolr 

diantaranya: sarana dan prasarana, fasilitas kantolr dan aturan, aspe lk 

relliability sudah di te lrpelnuhi di lihat dari kelhandalan Peltugas dan cara 

yang diandalkan, aspe lk relspolnsivelnelss sudah di telrpelnuhi di lihat dari 

belbelrapa indikatolr di antaranya: Kelsanggupan Peltugas, cara 

pelmbelritahuan infolrman dan pelndelkatan para peltugas, aspelk assurancel 

sudah di telrpelnuhi dilihat dari belbelrapa indikatolr di antaranya: budaya 

kelrja, Aturan kelamanan masyarakat dan Sanksi Pelgawai dalam 

pellanggaran SOLP, aspelk elmphaty sudah di telrpelnuhi dilihat dari belbelrapa 

indikatolr di antaranya : sikap telgas dalam pellayanan, sikap telgas kelpada 

pelgawai dan relspoln peltugas te lrhadap kelluhan masyarakat. 
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Pelnellitian yang dilakukan ollelh Didik Nolviyantol, Felbri Yuliani, 

Darmantol jurnal (2023) delngan judul Pellayanan Administrasi Pelrtanahan 

Belrbasis Inolvasi, bahwa layanan AKASIA yang dijalankan ollelh Kantolr 

Pelrtanahan Kabupate ln Pellalawan tellah te lrlaksana delngan baik karelna 

relalisasi dan relspoln masyarakat selsuai de lngan tujuan yang tellah 

diteltapkan. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Roldi Wahyudi (2020) judul: 

Maladministrasi Birolkrasi di Indolnelsia Dalam Pelrspelktif Seljarah, 

Univelrsitas Islam Nelgelri Sultan Syarif Kasim Riau, bahwa peljabat publik 

melmpriolritaskan mellayani kelpelntingan pelmelrintah di atas kelpelntingan 

masyarakat. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Roldi Wahyudi, Jalaluddin Abdul 

Malelk, Azmi Aziz (2015) judul:  Pelrilaku Maladministrasi Biro lkrasi 

Dalam Pellayanan Publik Di Kolta Pelkanbaru, Prolvinsi Riau: Faktolr 

Pelnye lbab Dan Sollusinya, bahwasannya budaya birolkrasi yang sudah 

melndarah daging me lrupakan akar dari pelrilaku maladministrasi, di mana 

olrganisasi melmelcat pelkelrja yang tidak melmelnuhi targelt prolduktivitas dan 

melngubah cara pandang pelkelrja untuk me lningkatkan kualitas layanan. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Nur Azizah, Abdul Mahsyar, 

Ruskin Azikin jurnal (2022), delngan judul Kualitas Pellayanan 

Administrasi Pelrtanahan Di Kelme lntelrian Atr/Bpn Kabupate ln Bantaelng, 

bahwa ada tiga yang telrkait dalam hal ini yaitu: (1) keltelpatan waktu 

pellayanan, te lrgantung delngan belrkas yang dibutuhkan dalam pelmbuatan 
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selrtifikat, (2) tanggungjawab yang dibe lrikan kelpada masyarakat masih 

kurang, (3) aksels info lrmasi tellah diseldiakan hanaya masyarakat yang 

kurang paham. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh ASTRI SUPRELNDA jurnal (2016), 

delngan judul Implelmelntasi Pelraturan Kelpala Badan Pelrtanahan Nasiolnal 

No lmolr 1 Tahun 2010 Telntang Standar Pellayanan Dan Pelngaturan 

Pelrtanahan  (Studi Kasus Pada Kelmelntelrian Agraria dan Tata Ruang 

Badan Pelrtanahan Nasiolnal Kolta Pe lkanbaru) , bahwa Implelmelntasi 

Pelraturan Kelpala Badan Pelrtanahan Nasiolnal Nolmolr 1 Tahun 2010 

Telntang Standar Pellayanan Dan Pelngaturan Pelrtanahan bellum maksimal. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Telguh Mulyolnol jurnal (2018), 

delngan judul ELfelktifitas Pellayanan Administrasi  Pelrtanahan Di Kolta 

Pelkanbaru, bahwa ELfelktifitas Pellayanan Administrasi  Pelrtanahan Di 

Kantolr BPN kelcamatan tampan melnunjukkan adanya pe lrmasalahan pada 

saat pelnanganan yang tidak selsuai delngan pelraturan yang ada. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh M. Shandy Ramadanu (2020) 

Skripsi Melmbangun Basis Data Pelrtanahan Kellurahan  Dalam 

Melwujudkan Telrtib Administrasi Pelrtanahan   (Studi Kasus Di Kellurahan 

Telluk Kelnali, Kelcamatan Tellanaipura, Kolta Jambi), Selkollah Tinggi 

Pelrtanahan Nasiolnal Yolgyakarta, bahwa sistelm infolrmasi database l 

pelrtanahan ini layak untuk ditelrapkan dalam pelnata usahaan pelncatatan 

pelrtanahan. 
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Pelnellitian yang dilakukan ollelh A Fahrul Islam (2017) skripsi 

delngan judul analisis pellayanan administrasi pelrtanahan di kantolr badan 

pelrtanahan nasiolnal kabupateln pinrang, univelrsitas hasanuddin makassar, 

bahwa ke lkurangramahan yang ditunjuk ollelh pelgawai BPN ke lpada 

masyarakat yang mellakukan pelngurusan selrtifikat. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Lisnawati, Abdul Wahid, 

Murdiansyah he lrman jurnal (2021), delngan judul elfelktivitas pe llayanan 

publik telrhadap administrasi pelrtanahan pada badan pelrtanahan nasiolnal 

kantolr kolta banjarbaru, bahwa telrdapat hubungan yang signifikan antara 

pellayanan publik telrhadap administrasi pelrtanahan. 

Pelnellitian yang dilakukan ollelh Andrian Yolse lph Imanuell (2022) 

skripsi yang belrjudul kualitas pellayanan pelmbuatan selrtifikat tanah pada 

kantolr pelrtanahan kabupateln mimika, univelrsitas hasanuddin , bahwa 

melnunjukkan pellayanan selrtifikat tanah pada kantolr pelrtanahan kabupateln 

mimika yang kurang belrkualitas. 

2.7 Definisi Konsep  

Kolnselp didelfinisikan selbagai gelnelralisasi dan pelmahaman telntang 

suatu masalah yang pelrlu ditelliti. Tujuannya adalah untuk melncelgah 

kelsalahpahaman dan kelsalahan dalam pelnafsiran masalah de lngan 

melmfasilitasi pelmahaman dan melnghindari intelrpreltasi ganda dari 

variabell-variabell yang akan ditelliti. Belrikut ini adalah kolnselp yang 

digunakan ollelh pelnulis dalam pelnellitian: 
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1. Pellayanan adalah selbagai pelmbelrian layanan (mellayani) kelpelrluan 

olrang atau masyarakat yang me lmpunyai kelpelntingan pada 

olrganisasi yang selsuai delngan aturan polkolk dan tata cara yang 

diteltapkan pe lmelrintah yang pada hakelkatnya adalah pellayanan 

kelpada masyarakat. 

2. Administrasi pelrtanahan adalah melnuju ke lpada pelnelrimaan 

kelgiatan se lktolr publik untuk melndukung pelndaftaran tanah, 

kelpelmilikan, pelmbangunan, pelnggunaan, hak atas tanah dan 

pelmindahan hak atas tanah. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Kelrangka pelmikiran ini melnggambarkan titik awal dan arah dari 

alur pelnellitian ini. Pelnellitian ini dimulai delngan adanya pe lraturan 

pelmelrintah yang melwajibkan selluruh warga nelgara Indo lnelsia untuk 

melndaftarkan tanahnya delngan melnelrbitkan Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) selbagai belntuk pellayanan publik. OLlelh karelna itu, masyarakat 

melnginginkan pellayanan yang selsuai delngan prinsip-prinsip dasar tata 

kellolla pelmelrintahan. Diagram belrikut ini melnggambarkan kelrangka kelrja 

ko lnselptual pelnellitian ini: 
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Gambar 2.1 

 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Administrasi Pertanahan 

Meningkatkan standar pelayanan Menurut 

Ridwan dan Sudrajat (2009:103):  

1. Prosedur pelayanan 

2. Waktu penyelesaian 

3. Biaya pelayanan 

4. Kompetensi Pegawai 

5. Sarana dan prasarana 

Meningkatkan Pelayanan Terhadap  masyarakat 

di Kantor Desa Padang Luas 
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2.9 Konsep Operasional 

Tujuan dari kolnselp olpelrasiolnal adalah untuk melmbelrikan kolnsistelnsi 

dalam bahasa, makna, pelrselpsi, dan pelmahaman saat melnangani dan 

melngelvaluasi data. Kolnselp olpelrasiolnal melrupakan peldolman untuk 

melngukur suatu variabell. Indikatolr dan sub-indikatolr dari kolnselp 

olpelrasiolnal belrikut ini dapat dilihat untuk melndapatkan gambaran yang 

jellas telntang variabell: 

Gambar 2.2 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pellayanan Administrasi 

Pelrtanahan Di Kantolr 

Delsa Padang Luas 

 

a. Prosedur 

Pelayanan 

a. Tidak berbelit-belit 

b. Kejelasan prosedur surat 

tanah 

c. Penerima pelayanan dan 

pemberi pelayanan 

b. Waktu 

penyelesaian 

a. Lama waktu 

penyelesaian 

b. Ketepatan waktu 

penyelesaian 

c. Menyampaikan 

informasi yang jelas 

 

c. Biaya penyelesaian a. Kejelasan biaya 

b. Besarnya biaya 

c. Kejujuran petugas (tidak 

pungli) 

d. Kompetensi 

pegawai 

 

 

 

a. Keterampilan yang baik 

b. Kemampuam dalam 

melayani 

c. Sopan santun 

 e. Sarana dan 

prasarana 

a. Pelayanan yang 

memadai 

b. Kenyamanan bagi 

konsumen 

c. Adanya sarana 

pengaduan 

Sumbelr: melnurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103)(dalam Nirmala 2020:896 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk melngungkap fakta-fakta ilmiah yang selsuai delngan kelnyataan 

dan melmbelrikan gambaran atau pelnjellasan melngelnai Pellayanan 

Administrasi Pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang Luas Kelcamatan 

Tambang Kabupateln Kampar, pelnelliti melnggunakan jelnis pelnellitian 

delskriptif delngan me lnggunakan pelndelkatan kualitatif. 

Melmahami felno lmelna pelrilaku, pelrselpsi, moltivasi, tindakan, dan 

selbagainya adalah tujuan dari pelnellitian delskriptif. Delngan melnggunakan 

belrbagai telknik ilmiah, pelnellitian delskriptif melnggunakan bahasa dan 

kata-kata untuk melnjellaskan latar alamiah (Mollelolng, 2014). Pelndelkatan 

kualitatif delskriptif mellibatkan pelnulis untuk melngumpulkan info lrmasi 

mellalui pelnellitian, invelstigasi, dan pelngamatan langsung untuk 

melmbelrikan delskripsi yang kolmprelhelnsif dan telrpelrinci telntang suatu hal. 

Infolrmasi ini kelmudian digunakan untuk melnghasilkan data yang dapat 

dianalisis untuk melnghasilkan telolri.  

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lolkasi pelnellitian ini dilakukan ollelh pelnelliti pada Kantolr Delsa Padang 

Luas Kelcamatan Tambang Kabupateln Kampar yang belralamat Jl. 

Kabupateln, Tambang-ELmpang Poltelh KM 7,5 Delsa Padang Luas. Koldel 

Po ls 28462. 
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Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melnghasilkan gambar dan data 

yang kolmprelhelnsif dan jellas, selrta melmfasilitasi dan melmudahkan 

pelnellitian olbselrvasiolnal bagi pelnelliti. Dan melngeltahui bagaimana 

Pellayanan Administrasi Pelrtanahan yang mana pellayanan ini kurangnya 

papan infolrmasi, kurang disiplinnya pelgawai, bellum olptimalnya 

pellayanan telrselbut. Dan selmakin hari selmakin banyak kelluhan masyarakat 

telntang pellayanan yang dibelrikan sangat lamban atau belrbellit-bellit dan 

harus melnunggu 3 hari atau 4 hari barulah Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) itu disellelsaikan. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan penelitian ini adalah dari bulan Desember hingga selesai.  

3.3 Jenis Data dan sumber data 

3.3.1 Jenis Data 

Pelnellitian ini melmakai pelndelkatan pelnellitian kualitatif. Pelnellitian 

pada kolndisi olbjelktif yang alamiah dilakukan delngan melnggunakan 

pelndelkatan pelnellitian kualitatif, yang lelbih melnelkankan makna daripada 

gelnelralisasi. Pelnelliti belrpelran selbagai instrumeln utama, melnggabungkan 

belrbagai telknik pe lngumpulan data delngan pelngollahan data selcara induktif 

dan kualitatif. Untuk melndelskripsikan Pellayanan Administrasi Pelrtanahan 

di Kantolr Delsa Padang Luas Kelcamatan Tambang Kabupateln Kampar, 

melrupakan alasan dipilihnya jelnis pelnellitian ini. 

3.3.2 Sumber Data 
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Selsuai delngan tujuan pe lnellitian diatas melnggunakan Data prime lr 

dan selkundelr melrupakan dua jelnis sumbelr data yang digunakan dalam 

pelnellitian ini. 

a. Data primelr adalah data yang dipelro llelh pelne lliti selcara langsung 

dari lolkasi pelnellitian dari infolrman yang belrsangkutan. Info lrmasi 

yang dipelrollelh dari hasil olbselrvasi dan wawancara yang belrkaitan 

delngan Pellayanan Administrasi Pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang 

Luas Kelcamatan Tambang Kabupateln Kampar melrupakan data 

primelr. 

b. Data selkundelr yang dipelrollelh pelnelliti belrasal dari sumbelr asli 

mellalui jalur tidak langsung. OLbselrvasi, belrita, jurnal, buku, dan 

dolkumelntasi hasil. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Olbselrvasi: OLbselrvasi adalah pelninjauan langsung kel lolkasi 

pelnellitian yang dilakukan untuk melndapatkan infolrmasi yang lelbih 

telpat melngelnai subjelk pelnellitian. Kantolr Delsa Padang Luas 

Kelcamatan Tambang Kabupateln Kampar melnggunakan melto ldel ini 

untuk melngumpulkan data mellalui pelngamatan kelgiatan Pellayanan 

Administrasi Pelrtanahan Di Kantolr Delsa Padang Luas Kelcamatan 

Tambang Kabupateln Kampar. 

2. Wawancara: Pelrtelmuan pelrcakapan atau tanya jawab diselbut 

wawancara. Selsi tanya jawab lisan adalah cara langsung untuk 

melngumpulkan info lrmasi dari relspolndeln, dan telknik ini dikelnal 
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selbagai meltoldel wawancara. Dua olrang telrlibat dalam pelrcakapan 

sellama wawancara ini: olrang yang diwawancarai, juga dikelnal 

selbagai relspolndeln dalam pelnellitian, dan pelwawancara, yang 

melngajukan pelrtanyaan. Wawancara dapat dilakukan selcara 

langsung atau mellalui sarana ellelktro lnik ( Supardi, 2005:121). 

Melwawancarai infolrman yang dapat melmbantu pelnelliti adalah 

salah satu cara pelnelliti melnggunakan telknik ini. Selolrang anggolta 

kellolmpolk partisipan yang belrpartisipasi dalam masalah pelnellitian 

selcara langsung selbagai aktolr dikelnal selbagai infolrman pelne llitian. 

Pelndelkatan ini dilakukan delngan melngajukan pe lrtanyaan langsung 

kelpada relspolndeln melngelnai administrasi pelrtanahan di Kantolr 

Delsa Padang Luas, Kelcamatan Tambang, Kabupateln Kampar, dan 

juga kelpada masyarakat di selkitar kantolr telrse lbut yang pelrnah 

melngurus SKGR. 

3. Dolkumelntasi: Melmelriksa dolkumeln yang dibuat ollelh subjelk atau 

olrang lain adalah salah satu cara untuk melngumpulkan data 

kualitatif. Cara lainnya adalah dolkumelntasi. Melnurut Sugiyolno l 

(2012: 240), melnyuarakan sudut pandang telntang do lkumeln, 

melnelgaskan bahwa dolkumeln melrupakan relkaman pelristiwa yang 

sudah belrlalu. Telks, gambar, atau karya-karya pe lnting dari 

selselolrang dapat dianggap selbagai belntuk dolkumelntasi. Dalam 

rangka melngumpulkan infolrmasi untuk pelnellitian ini, pelnelliti 
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melnggunakan meltoldel dolkumelntasi untuk melngumpulkan 

dolkumeln dan bukti-bukti yang belrkaitan delngan subjelk pelnellitian. 

3.5 Informan penelitian  

Dalam pelnellitian kualitatif, pelnelliti melnggunakan pelndelkatan 

pelnelntuan yang diselbut purpolsivel sampling, yang selring digunakan dalam 

pelnellitian kualitatif, untuk melngidelntifikasi infolrman. Pelngambilan 

sampell delngan pelrtimbangan telrtelntu dikelnal selbagai pelngambilan sampell 

belrtujuan. 

Tabel 3.1  

Jumlah Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Darusman  Kelpala Delsa 

2 Mhd. Syukri Selkreltaris Delsa 

3 Samsuartol  Kaur Keluangan Delsa 

4 Adelk Indrayani Kasi Pelmelrintahan 

5 Mudahar Masyarakat yang sudah melngurus 

SKGR 

6 So llihan Masyarakat yang sudah melngurus 

SKGR 

Jumlah 6 Orang 

Sumber: Olahan Peneliti 2023 
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3.6 Teknik analisa data 

Prolsels pelngumpulan dan pelngolrganisasian data selcara meltoldis dari 

catatan lapangan, wawancara, dan dolkumelntasi dikelnal selbagai analisis 

data (Sugiyolnol, 2011: 244). Hal ini melliputi melngkate lgolrikan data, 

melmbeldahnya melnjadi unit-unit yang lelbih kelcil, melnsintelsiskan 

infolrmasi, melnyusunnya kel dalam polla, melmutuskan mana yang 

signifikan dan akan diinvelstigasi le lbih lanjut, dan melmbuat ke lsimpulan 

yang jellas bagi analis dan pelmbaca. 

Pelnellitian ini melnggunakan analisis data lapangan belrdasarkan moldell 

Milels dan Hubelrman (dalam Sugiyolnol, 2011: 247), yang melngelmukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan selcara intelraktif 

dan belrlangsung selcara telrus melnelrus sampai tuntas, selhingga datanya 

sudah jelnuh. Milels dan Hubelrman melngelmukakan tiga alur kelgiatan yang 

telrjadi selcara belrsamaan, yaitu selbagai belrikut: 

a. Data Relductioln (Relduksi Data): Melrelduksi data belrarti melmilih dan 

melrangkum infolrmasi yang rellelvan, melmfolkuskan pada hal-hal yang 

pelnting, dan melncari treln dan telma. Hasilnya, data yang te llah 

diringkas akan melmbelrikan gambaran yang lelbih jellas dan 

melmpelrmudah pelngumpulan dan pelncarian data di masa melndatang 

bagi pelnelliti selsuai kelbutuhan. Pelrangkat ellelktrolnik selpelrti kolmputelr 

mini dapat melmbantu melrelduksi data delngan melmbelrikan koldel-kolde l 

untuk fitur-fitur telrtelntu. 
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b. Data Display (Pelnyajian Data): Melnyajikan data adalah langkah 

belrikutnya, seltellah relduksi data. Ringkasan singkat, bagan, hubungan 

antar katelgolri, diagram alir, dan visualisasi selrupa dapat digunakan 

untuk melngkolmunikasikan data dalam pelnellitian kualitatif. Di sini, 

Milels dan Hubelrman melncatat bahwa meltoldel yang paling selring 

digunakan untuk melnyajikan data dalam pelnellitian kualitatif adalah 

delngan telks yang belrsifat naratif. Akan lelbih mudah untuk melmahami 

apa yang seldang telrjadi dan melrelncanakan kelrja sellanjutnya 

belrdasarkan pelmahaman yang dipelro llelh de lngan melnyajikan fakta-

fakta. 

c. Colnclusioln Drawing/Velrificatioln (Pelnarikan Kelsimpulan/Velrifikasi): 

Kelsimpulan atau velrifikasi, dalam meltoldo llolgi Milels dan Hubelrman, 

adalah tahap keltiga dalam melnafsirkan data kualitatif. Kelsimpulan 

ditarik keltika pelnelmuan yang selbe llumnya tidak ditelmukan 

divelrifikasi. Selbuah olbjelk yang selbellumnya masih relmang-relmang 

atau gellap dapat didelskripsikan, melwakili pelne lmuan baru. Delngan 

delmikian, pelnellitian melmbuatnya melnjadi jellas.  

Delfinisi relduksi dalam pelnellitian ini adalah melngumpulkan info lrmasi 

mellalui olbselrvasi lapangan dan wawancara, kelmudian melngklasifikasikan 

telmuan-telmuan telrselbut selsuai delngan polin-polin utamanya. Data yang 

dipilih selsuai delngan telma jika sudah dikello lmpolkkan. Kelmudian, akan 

telrlihat jellas dan lelbih mudah bagi pelnelliti untuk melndapatkan info lrmasi 

tambahan. Display data dilakukan seltellah relduksi data. 
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Melnulis ulang atau melnggambarkan kelmbali hasil relduksi data adalah 

pro lsels melnampilkan data. Bagan atau ringkasan ringkas dapat digunakan 

untuk melnampilkan telmuan-telmuan ini. Fasel telrakhir adalah melmbuat 

kelsimpulan, yang mungkin didasarkan pada infolrmasi yang dikumpulkan 

mellalui relduksi data dan hasil display. Wawasan ini, yang belrbelntuk 

delskripsi atau ilustrasi baru, akan melnjadi jellas delngan invelstigasi 

tambahan.  

Telrdapat tiga meltoldel untuk melnyajikan data yang saling 

belrhubungan: relduksi data, pelnyajian data, dan pelnarikan kelsimpulan. 

Dalam analisis data kualitatif, Milels dan Hubelrman (dalam Sugiyolnol, 

2011:246) melngelmukakan bahwa prolselsnya dilakukan selcara intelraktif 

dan belrlangsung selcara telrus melnelrus sampai tuntas selhingga datanya 

sudah jelnuh. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa Padang Luas 

Pada tahun 1979 wali muda diganti Nama melnjadi Kelpala Delsa 

dijabat ollelh Nazaruddin.Chan Melnjabat  lelbih kurang sellama 13 tahun. 

Pada tahun 1993 diadakan pelmilihan Kelpala Delsa dan yang dipelrcaya 

untuk melnjabat selbagai kelpala Delsa Padang Luas sampai delngan tahun 

1999, yang dijabat ollelh Jibun (  1993-1997 ), pada tahun 1997 Kelpala 

Delsa Jibun dinolnaktifkan digantikan ollelh Selkreltaris Delsa Atas 

Nama Abdul Hamid selbagai Pelnjabat Kelpala Delsa Padang Luas  sampai 

delngan tahun 1999. 

Pada tahun 1999 diadakan pelmilihan Kelpala Delsa Padang Luas 

untuk melnjabat kelpala Delsa sampai tahun 2008, dan 

telrpilih Mansur.Dt.Majolindol sampai tahun 2008 kelmudian seltellah 

habisnya masa jabatan atas nama  Mansur Dt. MajolIndol ditunjuklah 

Selkreltaris Delsa Padang Luas Atas Nama Abdul Muis selbagai Pelnjabat 

selmelntara Kelpala De lsa Padang Luas se llama lelbih kurang dellapan bulan. 

Pada tahun 2009 diadakan pelmilihan Kelpala Delsa telrpilihlah Atas 

nama Rihmat. H selbagai Kelpala Delsa Delpelnitip. Pada tahun 2014 Kelpala 

Delsa atas nama RIHMAT.H melngundurkan diri delngan alasan 

Sakit/strolkel. Dan ditunjuklah atas nama Almaturidi. Hs Selkreltaris Delsa 

Padang Luas untuk melnjadi Pelnjabat selmelntara Kelpala Delsa Padang Luas 
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delngan masa jabatan sampai pellantikan Kelpala Delsa Te lrpilih Pilkadels 

Selrelntak Belrgellolmbang sel Kabupateln Kampar Tahun 2015. 

Pada Tahun 2015 dilantiklah Kelpala Delsa Telrpilih atas 

nama Sollihan delngan Masa Bhakti 6 ( ELnam ) Tahun, 2015 – 2021. Pada 

Bulan Nolvelmbelr 2021 Delsa Padang Luas  salah satu delsa yang melngikuti 

Pelmilihan Kelpala Delsa Selrelntak Belrgellolmbang dikabupateln Kampar, dan 

telrpilih Kelpala Delsa atas Nama Darusman, yang dilantik ollelh Bupati 

Kampar pada tanggal 23 Delselmbelr 2021 delngan masa jabatan Sellama 6 ( 

ELnam ) Tahun 2021 – 2027. 

4.2 Letak Luas Dan Batas Desa Padang Luas 

Delsa Padang Luas Melrupakan salah satu dari Tujuh bellas Delsa di 

kelcamatan Tambang kabupateln Kampar Prolvinsi Rau, Delsa Padang Luas 

yang telrleltak di  keltinggian 22 MDPL dan belrada di pinggiran aliran 

Sungai Kampar delngan titik Kololrdinat Bujur 101.286789 dan Kolo lrdinat 

Lintang 0.355353 delngan Luas Wilayah Delsa ± 1342 Ha .Delsa Padang 

Luas yang selbellah Utara Be lrbatas Langsung delngan Delsa Kualu Nelnas 

Selbellah Sellatan Belrbatas delngan Delsa Golbah dan Delsa Kelmang Indah 

yang dibatasi ollelh Sungai Kampar, Selbellah Barat belrbatas Delngan Delsa 

Aursati selrta Selbellah Timur Belrbatas Delngan Delsa Telrantang . Lahan di 

Delsa Padang Luas di dolminasi Lahan Pelrtanian dan Pelrkelbunan 1130 Ha, 

Pelmukiman 220.2 Ha, Pelrkantolran dan Selko llahan 1 Ha Jalan 80 Ha, 

Lapangan Bo lla 2 Ha, Jumlah Pelnduduk 2174 jiwa dan KK 505, Mayolritas 

masyarakat melnjadi Peltani/Pelkelbun, Buruh Tani,Peldagang dan Guru. 
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Delsa Padang Luas ini Telrbagi atas Lima Dusun delngan 20 Rukun 

Teltangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). 

Belrikut Gambaran Data Delmolgrafi Delsa Padang Luas Kelcamatan 

Tambang Kabupateln Kampar: 

a. Batas Wilayah Delsa Padang Luas: Di Selbellah Utara telrdapat Delsa 

Kualu Nelnas, di Selbellah sellatan telrdapat Delsa Golbah dan Delsa 

Kelmang Indah ( Sungai Kampar ), di Selbellah Barat telrdapat Delsa 

Sungai Pinang dan di Selbellah Timur telrdapat Delsa Rimbol Panjang. 

b. Luas Wilayah Delsa : 1.342 ha: Lahan Pelmukiman Pelmukiman 

Delsa Padang Luas Selluas : 85 ha, Lahan Pelrkelbunan Delsa Padang 

Luas Selluas : 1133 ha, Lahan Pelrsawahan Delsa Padang Luas 

Selluas : 50 ha, Lahan Pelrladangan Delsa Padang Luas Selluas: 15 

ha, Sarana Pelrkantolran Delsa Padang Luas Selluas: 2 ha, Sarana 

Pelndidikan Delsa Padang Luas Selluas: 5 ha, Jalan Delsa Padang 

Luas Selluas: 3 ha, Rumah Ibadah Delsa Padang Luas Selluas: 2 ha, 

Hutan Delsa Padang Luas Selluas: 0 ha, Pelmakaman Delsa Padang 

Luas Selluas: 2  ha, Bantaran Sungai Kampar Delsa Padang Luas 

Selluas: 15 ha, Lahan Lainnya Delsa Padang Luas Selluas: 30 ha. 

c. Olrbitasi: Jarak kel ibu kolta kelcamatan : 7  KM lelbih lama jarak 

telmpuh kel ibu kolta kelcamatan : 15 melnit. Jarak kel ibu kolta 

kabupeltan : 36 KM lelbih lama jarak telmpuh kel ibu kolta Kabupateln 

: 35 Melnit. Jarak kel ibu kolta Prolvinsi : 30 KM lelbih lama jarak 

telmpuh kel ibu ko lta Prolvinsi : 25 Melnit. 
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4.3 Kependudukan  

Pelnduduk Delsa Padang Luas belrjumlah 1.861 kelpala kelluarga. 

Jika dilihat melnurut so lsial elkolnolmi, pada umumnya masyarakat Delsa 

Padang Luas belkelrja selbagai peltani/pelkelbun. Belrdasarkan data 

administrasi pelmelrintahan delsa, jumlah pelnduduk yang telrcatat se lcara 

administrasi selbanyak 2.174 jiwa. Delngan rincian pelnduduk belrjelnis 

kellamin laki-laki belrjumlah 1.098 jiwa, Seldangkan belrjelnis kellamin 

pelrelmpuan belrjumlah 1.076 jiwa, de lngan jumlah kelpala kelluarga 

selbanyak 505 KK, dan luas delsa 1.342 ha. Data pelnduduk saat ini diambil 

dari data yang sudah ada Di Kantolr Delsa Padang Luas, didapatkan data 

selpelrti yang ada di tabell belrikut ini: 

Tabel 4.1 

Demografi Penduduk Desa Padang Luas 2023 

Demografi Jumlah Persen 

 

Jelnis Kellamin 

Laki-Laki 954 51,26% 

Pelrelmpuan 907 48,74% 

 

Data Pelndidikan 

Dalam KK 

Bellum Selkollah 569 30,57% 

Bellum Tamat SD 260 13,97% 

Tamat SD 325 17,46% 

SLTP 324 17,41% 

 SLTA 310 16,66% 

Jelnis Pelnghasilan  Peltani/Pelkelbun 294 15,80% 

 Pelrdagangan 3 0,16% 

 Nellayan/Pelrikanan 1 0,05% 

 Karyawan 

Swasta/Karyawan 

BUMN 

16 0,86% 

 Buruh Harian 

Le lpas/Buruh Tani 

25 1,35% 

 Wiraswasta 208 11,18% 

 

 

Status 

Melnikah 800 42,99% 

Bellum Melnikah 952 51,16% 

Celrai Hidup 24 1,29% 
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Pelrkawinan Celrai Mati 84 4,51% 

Sumbelr: Kantolr Delsa Padang Luas 2023 

Belrdasarkan dari data telrselbut di Delsa Padang Luas jumlah data 

pelndidikan 1.788 olrang, ada yang bellum selkollah selbanyak 569 olrang dan 

yang sudah tamat selko llah SD selbanyak 260 olrang, yang tamat SD 

selbanyak 325 olrang, dan untuk yang sudah tamat SLTP/SMP selbanyak 

324 olrang seldangkan yang sudah tamat SLTA/SMA selbanyak 310 o lrang. 

Jadi selluruh masyarakat di Delsa Padang Luas jumlah data pelndidikan nya 

belrjumlah selbanyak 1.788 olrang. 

Belrdasarkan dari data telrselbut di Delsa Padang Luas jumlah jelnis 

kellamin laki-laki selbanyak 945 olrang dan pelrelmpuan selbanyak 907 o lrang, 

jadi selluruh masyarakat di Delsa Padang Luas laki-laki maupun pelrelmpuan 

belrjumlah selbanyak 1.861 olrang. 

Belrdasrkan tabulasi data telrselbut telrideltifikasi, di Delsa Padang 

Luas jumlah pelnduduk ada 5 jelnis mata pelncaharian dari jumlah telrse lbut, 

kelhidupannya be lrgantung di selktolr pelrtanian dan pelrkelbunan. 

Belrdasarkan dari data telrselbut di Delsa Padang Luas jumlah status 

pelrkawinan selbanyak 1.860 olrang. 800 olrang yang melnikah,  952 olrang 

yang bellum melnikah, 24 olrang yang celrai hidup dan 84 olrang yang celrai 

mati, jadi jumlah status pelkawinan selluruh masyarakat di Delsa Padang 

Luas belrjumlah selbanyak 1.860 olrang. 
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4.4 Visi dan misi  

a. Visi 

"Goltolng Rolyolng belrsama melmbangun Delsa melnjadi lelbih baik, 

jujur, adil dan Agamis. "Telrwujudnya masyarakat Delsa Padang 

Luas yang Belrsih, Rellelgius, Seljahtelra, Rapi dan Indah mellalui 

Aksellelrasi Pelmbangunan yang belrbasis Kelagamaan, Budaya 

Hukum dan Belrwawasan Lingkungan delngan belrolrelntasi pada 

pelningkatan Kinelrja Aparatur dan Pelmbe lrdayaan Masyarakat". 

b. Misi 

1. Melwujudkan Pelmelrintahan Delsa yang Jujur dan adil, 

amanah dan belrmusyawarah dalam melngambil kelputusan 

baik delngan pelmelrintahan delsa maupun delngan 

masyarakat. 

2. Melwujudkan Pelmbangunan De lsa dan Sumbelr daya 

manusia. 

3. Melningkatkan Pelran Pelrangkat delsa dan lelmbaga delsa 

selsuai delngan tugas dan Fungsinya. 

4. Melwujudkan Sarana dan Prasarana Delsa yang melmadai 

selpelrti Jalan Peltani dan Pelmbangunan Lainnya. 

5. Melningkatkan kelrjasama delngan Lelmbaga-Le lmbaga yang 

ada di Delsa antara lain BPD,RT,RW,PKK,Karang Taruna 

dan lainnya. 
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6. Melmajukan Kelgiatan Pelndidikan dan Kelselhatan 

Masyarakat. 

4.4 Keagamaan 

Dalam masalah agama di daelrah ini, masyarakat di delsa Padang 

Luas 100 % belragama Islam, hal itu dikarelnakan pelnduduk yang tinggal 

di Delsa Padang Luas ini selbagian belsar adalah pelnduduk pribumi. 

Masyarakat delsa Padang Luas kelcamatan Tambang telrmasuk pelnganut 

agama yang kuat, hal ini dapat diliat bahwa hampir seltiap dusun 

melmpunyai belbelrapa masjid dan mushallah yang dijadikan selbagai telpat 

ibadah dan upacar-upacara kelagaan lainnya, telrmasuk pula telmpat 

pelrtelmuan dan musyawarah dalam melmbicarakan pelrbaikan kampung. 

Jumlah sarana ibadah di Delsa Kualu Nelnas dapat dilihat pada dibawah ini  

Tabel 4.2  

Sarana Ibadah Di Desa Padang Luas 

Nol Lolkasi Melsjid Mushallah 

1 Dusun I Padang Luas 2 2 

2 Dusun II Padang Luas 1 1 

3 Dusun III Pulau 

Bayur 

1 - 

4 Dusun IV Keldataran 1 1 

5 Dusun V Keldataran - 2 

Jumlah 5 6 

  Sumbelr : Kantolr Delsa Padang Luas 2023 
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Pelmbangunan sarana ibadah ini pada umumnya melrupakan hasil 

swadaya masyarakat, dan hanya selbagian kelcil yang melndapatkan 

bantuan dari lelmbaga pelmelrintahan selpelrti Delpartelmeln Agama dan 

pelmelrintah Daelrah TK II ataupun Pelmelrinta TK I Riau.   

4.5 Pendidikan      

Pelndidikan belrpelran pelnting dalam melningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Standard kelhidupan pelnduduk dalam suatu daelrah dapat 

diukur delngan melnggunakan indikatolr pelndidikan. Prolduktivitas 

pelnduduk diharapkan melningkat delngan adanya kualitas pelndidikan yang 

baik. Selmakin tinggi pelndidikan masyarakat, selmakin baik pula kualitas 

sumbelr daya manusia di daelrah telrselbut. Tingkat pelndidikan di Delsa 

Padang Luas te lrdiri dari TK/Tahfidz, SD/Seldelrajat, SMP, SMA/Seldelrajat, 

S1,S2,S3, Tidak lulus dan Tidak belrselkollah. Untuk lelbih jellasnya dapat 

dilihat dari tablel dibawah ini :   

Tabel 4.3  

Prasarana Pendidikan  

No Prasaran Pendidikan Jumlah 

1 Geldung Selkollah PAUD 0 

2 Geldung Selkollah TK/Tahfidz 2 

3 Geldung Selkollah SD 2 

4 Geldung Selkollah SMP 1 

5 Geldung Selkollah SMA 0 

  Sumbelr : Kantolr Delsa Padang Luas 2023 
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Data diatas melnunjukkan bahwa prasarana pelndidikan di Delsa 

Padang Luas bellum lelngkap, bellum adanya geldung PAUD, se lkollah 

SMA. Padahal melnurut Pelraturan Pelmelrintah relpublik Indinelsia Nolmolr 

47 Tahun 2008 telntang wajib belrselkollah adalah 12 tahun, artinya sampai 

tingkat SMA, untuk mellanjutkan pelndidikan kel SMA anak Delsa Padang 

Luas harus mellanjutkan Selkollah tingkat melnelngah atas kel Delsa Lain. 

4.6 Kesehatan 

Kelselhatan belrpelran pelnting dalam melningkatkan kualitas sumbelr 

daya manusia untuk melnolpang pelrtumbuhan elkolnolmi. Kelselhatan 

melnjadi salah satu Indikatolr kelseljahtelraan masyarakat yang akan 

melnggambarkan kualitas kelhidupan masyarakat. Pelmbangunan prasarana 

di bidang kelselhatan sangat pelnting dilakukan agar selmua lapisan 

masyarakat dapat melmpelrollelh pellayanan kelselhatan selcara mudah, murah 

dan melrata.   Prasarana dibidang kelselhatan yang telrdapat di delsa Padang 

Luas telrdiri dari Puskelsmas Pelmbantu, Polsyandu, dan Polliklinik. Untuk 

lelbih jellasnya dapat dilihat pada tabell belrikut: 

Tabel 4.4  

Prasarana Kesehatan 

No Prasarana Kesehatan Jumlah 

1 Klinik Dolktelr Umum 2 

2 Puskelsmas Pelmbantu   1 

3 Polsyandu 2 

  Sumbelr : Kantolr Delsa Padang Luas 2023 
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Data diatas melnunjukkan bahwa prasarana kelselhatan di Delsa 

Padang Luas klinik dolktelr umum belrjumlah 2, polsyandu pelmbantu 1 

seldangkan polsyandu 2 maka masyarakat lelbih mudah untuk belrolbat di 

telmpat yang sudah diseldiakan. 
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4.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Luas  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Padang Luas Kec.Tambang 

Kab.Kampar 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Delngan delmikian kelbelradaan kantolr De lsa Padang Luas adalah salah 

satu unit kelrja yang melmbelrikan dolrolngan kelpada masyarakat untuk dapat 

melmiliki surat tanah. Agar masyarakat tidak bingung delngan tanahnya 

selndiri dan tidak telrjadinya tumpang tindih tanah atau juga pelrce lkcolan 

telrhadap masyarakat yang lain. Prolsels pellayanan administrasi pelrtanahan 

mellalui pelgawai yang sudah diteltapkan dibidang pelrtanahan. Adapun 

landasan yang ada di Kantolr Delsa Padang Luas yang dapat 

melrelaslisasikan pellayanan-pellayanan telrhadap administrasi pelrtanahan 

selhingga masyarakat puas delngan adanya pellayanan administrasi 

pelrtanahan di tingkat pelmelrintahan Kantolr Delsa Padang Luas.   

Untuk ditelrbitkan Surat Keltelrangan Ganti Rugi (SKGR)  dapat 

dilakukan di Kantolr Delsa Padang Luas delngan melngikuti prolse ldur yang 

belrlaku dalam instansi Pelmelrintah yaitu Belrita acara dari delsa, Surat 

Keltelrangan tanah (SKT), jika tanah SKT tanah warisan maka harus adanya 

pelrnyataan ahli waris, data diri pelnjual dan pelmbelli tanah dan Biaya 

adminitrasi. 

Prolseldur dalam pellayanan administrasi selcara umum bellum 

maksimal dalam melmbelrikan kelpuasan kelpada masyarakat, hal itu dapat 
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dilihat dari sisi melkanismel dan peltunjuk dalam kantolr bellum dilakukan 

selhingga kunjungan masyarakat pada unit kelrja bidang pelrtanahan di 

Kantolr Delsa Padang Luas masih bingung dan bellum paham. Sellain dari itu 

sarana dan prasarana selrta fasilitas dalam melmbelrikan pellayanan kelpada 

masyarakat masih ada kelkurangan yang harus ditingkatkan ollelh pelgawai 

kelpala delsa sellaku pelmimpin yang ada di delsa telrhadap masyarakatnya. 

Pelningkatan yang tellah dilakukan ollelh Kanto lr Delsa Padang Luas yaitu 

melmbelrikan infolrmasi kelpada masyarakat mellalui grup dan nanti akan 

diinfolrmasikan ollelh RT, RW dan Kelpala Dusun guna seltiap olrang sudah 

melmpunyai surat tanah maka delngan melndatangi kantolr delsa selrta 

mellelngkapi syarat dan melngikuti prolse ls pellayanan administrasi 

pelrtanahan pada kantolr delsa sampai sellelsai.  

6.1 Saran  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah dilakukan selrta kelsimpulan 

yang te llah dicantumkan, maka pelrlu adanya saran yang dapat melmbangun 

telrutama kalangan masyarakat dan Kantolr Delsa Padang Luas se lbagai 

telrhadap pellayanan administrasi pelrtanahan yang dapat melmbangun antara 

lain adalah selbagai belrikut: 

1. Masyarakat : Melmbelritahukan kelpada selluruh masyarakat mellalui 

Papan Infolrmasi yang sudah diseldiakan di Kantolr Delsa Padang Luas 

dan seltiap RT, RW, Kelpala Dusun sellalu siap untuk melmbelri 

infolrmasi kelpada masyarakat telntang administrasi pelrtanahan dan 

pelngurusan surat tanah  dan juga kellelngkapan pelrsiapan dolkumeln 
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dalam prolsels administrasi pelrtanahan selbagai langkah-langkah kelrja 

yang melmudahkan seltiap olrang dalam pelnye llelsaian administrasi di 

Pelmelrintahan Kantolr De lsa Padang Luas. 

2. Pelmelrintah Kantolr Delsa Padang Luas : Pelrlu adanya pelningkatkan 

mutu Sumbelr Daya Pelgawai telrhadap pellayanan pada Kantolr Delsa 

Padang Luas delngan melnujukkan prolseldur selcara baik, disiplin 

dalam belkelrja dan e lfelktif selrta dipahami ollelh masyarakat. Adapun 

melkanismel yang pelrlu dipahami masyarakat yaitu melnciptakan 

skelma melkanismel dalam kantolr delsa supaya arah dan tujuan yang 

helndak dicapai telrlaksana delngan baik selrta melmudahkan 

masyarakat itu selndiri. Dalam tahap prolsels pelnye lmpurnaan maka 

pelrlu adanya saran yang melmbangun telrutama dalam melkanismel 

pelnulisan skripsi yang masih ditelmukan kelsalahan, dan hal hal ini 

dipelrlukan adanya saran bagi pelnelliti selndiri guna untuk 

melningkatkan kelsadaran selrta pelrbaikan dalam seltiap tulisan. 
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LAMPIRAN  

Wawancara Belrsama Ke lpala Delsa Padang Luas 

 

Wawancara Belrsama Selkreltaris Delsa Padang Luas 
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Wawancara Belrsama Kaur Keluangan De lsa Padang Luas 

 

Wawancara Belrsama Kasi Pelmelrintahan 
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Wawancara Belrsama Masyarakat Yang Melngurus Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) 

 

Wawancara Belrsama Masyarakat Yang Melngurus Surat Keltelrangan Ganti Rugi 

(SKGR) 
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Contoh Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 
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Daftar Wawancara 

Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kantor Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Nama Key Informan  : Darusman (Kepala Desa) 

Waktu Wawancara  : 10.00-10.20 

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 26 Februari 2024 

Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana kelputusan Kelpala Delsa dalam pellayanan administrasi 

pelrtanahan? 

b. Bagaimana aturan dalam pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr 

Delsa Padang Luas? 

c. Apakah ada aturan standar biaya dalam pelngurusan administrasi 

pelrtanahan? 

d. Apakah ada kelndala yang ditelmui dalam pellayanan aministrasi 

pelrtanahan di kantolr delsa padang luas? 

e. Apakah Pelgawai/Staff Delsa sudah melmelnuhi standar pellayanan 

administrasi pelrtanahan? 

f. Apakah fasilitas di di Kantolr Delsa Padang Luas sudah cukup melmadai 

baik dari selgi telmpat duduk, kolmputelr, melsin print dll? Telrus apa 

fasilitas yang kurang di Kantolr Delsa Padang Luas? 
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g. Apakah pellayanan yang dibelrikan sudah selsuai delngan undang-undang 

yang belrlaku? 

h. Apakah ada SOLP (standar olpelrasiolnal prolseldur)pellayanan administrasi 

pelrtanahan di kantolr Delsa Padang Luas? 

Nama Key Informan  : Mhd. Syukri (Sekretaris Desa) 

Waktu Wawancara  : 09.00-09.20 

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 26 Februari 2024 

Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana delngan prolseldur pellayanan administrasi pelrtanahan dalam 

pelngurusan surat tanah? 

b. Belrapa jumlah warga yang melngurus administrasi pelrtanahan? 

c. Adakah sistelm infolrmasi pelrtahanan di kantolr delsa ini selpelrti papan 

infolrmasi agar masyarakat mudah untuk melndapatkan info lrmasi 

telrselbut. Dan dimana masyarakat melndapatkan infolrmasi telntang 

pelngurusan surat tanah? 

d. Adakah masyarakat yang kolmplain telrhadap pelngurusan administrasi 

pelrtanahan?selpelrti lambatnya dalam pelngurusan surat tanah? 

e. Belrapa biaya pelngurusan administrasi pelrtanahan di Kantolr Delsa 

Padang Luas? 

f. Bagaimana pellayanan administrasi pelrtanahan di di Kantolr Delsa 

Padang Luas? Apakah sudah selsuai prolseldurnya atau bellum?selpelrti 

tugasnya mellayani bukan dilayani. 
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g. Faktolr-faktolr apa saja yang melnghambat dalam pellayanan administrasi 

pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang Luas? 

h. Apakah pelgawai pelmbelri pellayanan sudah disiplin dalam melnjalankan 

tugasnya? 

i. Apakah ada SOLP (standar olpelrasiolnal prolseldur)pellayanan administrasi 

pelrtanahan di kantolr  Delsa Padang Luas? 

j. Bagaimana kelmampuan pelgawai te lrhadap kelpuasan masyarakat? 

k. Bagaimana alur pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr Delsa 

Padang Luas ? 

Nama Key Informan  : Samsuarto (Kaur Keuangan Desa) 

Waktu Wawancara  : 09.30-09.45 

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 26 Februari 2024 

Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana delngan prolseldur pellayanan administrasi pelrtanahan dalam 

pelngurusan surat tanah? 

b. Belrapa jumlah warga yang melngurus administrasi pelrtanahan? 

c. Adakah sistelm infolrmasi pelrtahanan di kantolr delsa ini selpelrti papan 

infolrmasi agar masyarakat mudah untuk melndapatkan info lrmasi 

telrselbut. Dan dimana masyarakat melndapatkan infolrmasi telntang 

pelngurusan surat tanah? 

d. Adakah masyarakat yang kolmplain telrhadap pelngurusan administrasi 

pelrtanahan?selpelrti lambatnya dalam pelngurusan surat tanah? 
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e. Belrapa biaya pelngurusan administrasi pelrtanahan di Kantolr Delsa 

Padang Luas? 

f. Bagaimana pellayanan administrasi pelrtanahan di di Kantolr Delsa 

Padang Luas? Apakah sudah selsuai prolseldurnya atau bellum?selpelrti 

tugasnya mellayani bukan dilayani. 

g. Faktolr-faktolr apa saja yang melnghambat dalam pellayanan administrasi 

pelrtanahan di Kantolr Delsa Padang Luas? 

h. Apakah ada SOLP (standar olpelrasiolnal prolseldur)pellayanan administrasi 

pelrtanahan di kantolr Delsa Padang Luas? 

i. Bagaimana kelmampuan pelgawai te lrhadap kelpuasan masyarakat? 

j. Bagaimana alur pellayanan administrasi pelrtanahan di kantolr delsa 

Padang Luas? 

Nama Key Informan  : Adek Indrayani (Kasi Pemerintahan) 

Waktu Wawancara  : 09.45-09.50 

 Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 26 Februari 2024 

Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana prolseldur pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr 

Delsa Padang Luas? 

b. Belrapakah jumlah pelgawai di Kantolr Delsa Padang Luas? 

c. Apa saja pe llayanan yang dibelrikan di Kantolr Delsa Padang Luas? 
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Nama Key Informan  : Solihan(Masyarakat) 

Waktu Wawancara  :11.00-11.30 

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin, 26 Februari 2024 

Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr De lsa Padang 

Luas? 

b. Belrapa biaya pelngurusan surat tanah telrselbut? 

c. Apakah masyarakat puas telrhadap pellayanan Kantolr Delsa telrselbut? 

d. Apakah dalam pelngurusan administrasi pelrtanahan melmpelrsulit 

masyarakat? 

e. Apakah pelgawainya solpan, ramah dalam pellayanan? 

f. Belrapa lama waktu pe lngurusan surat tanah telrse lbut? 

g. Bagaimana sikap pelgawai dalam melmbelrikan pellayanan kelpada 

masyarakat? 

h. Apakah pelgawai pelmbelri pellayanan sudah disiplin dalam melnjalankan 

tugas? 

i. Apa saja faktolr yang me lmpelngaruhi pellayanan administrasi 

pelrtanahanndi Kantolr Delsa Padang Luas? 

Nama Key Informan  : Mudahar(Masyarakat) 

Waktu Wawancara  : 09.00-09.30 

Hari/ Tanggal Wawancara : Jumat, 23 Februari 2024 
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Daftar Pelrtanyaan  : 

a. Bagaimana pellayanan administrasi pelrtanahan di Kantolr De lsa Padang 

Luas? 

b. Belrapa biaya pelngurusan surat tanah telrselbut? 

c. Apakah masyarakat puas telrhadap pellayanan Kantolr Delsa telrselbut? 

d. Apakah dalam pelngurusan administrasi pelrtanahan melmpelrsulit 

masyarakat? 

e. Apakah pelgawainya solpan, ramah dalam pellayanan? 

f. Belrapa lama waktu pe lngurusan surat tanah telrse lbut? 

g. Bagaimana sikap pelgawai dalam melmbelrikan pellayanan kelpada 

masyarakat? 

h. Apakah pelgawai pelmbelri pellayanan sudah disiplin dalam melnjalankan 

tugas? 

i. Apa saja faktolr yang me lmpelngaruhi pellayanan administrasi 

pelrtanahanndi Kantolr Delsa Padang Luas? 
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